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MOTTO 

صبراً. ستولد بعد صبرك ألف بشرى وان ضاقت بك الأيامُ   

 وتنهل من سرور العمر حتى كأنك لم تذق بالأمس مرا

Apabila kamu menghadapi kesulitan dengan kesabaran, maka yakinlah beribu 

kebahagiaan akan menghampirimu setelah ini. 

Kamu akan disambut dengan kegembiraan sampai kamu lupa bahwa hari kemarin 

adalah hari yang menyakitkan. 
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TINJAUAN KHI DAN FIKIH MUNAKAHAT TERHADAP IJAB QABUL 

PERNIKAHAN DENGAN WALI AYAH BIOLOGISNYA 

 (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga) 

 

ABSTRAK 

 

Atika Laela Maqbulah 

NIM. 1817302052 

 

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah           

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri Purwokerto 

 

Keabsahan suatu pernikahan berdasarkan hukun Islam adalah yang 

memenuhi syarat dan rukun. Salah satu dari rukun pernikahan adalah adanya wali, 

dan orang yang menjadi wali itu juga harus memenuhi syarat yang telah 

ditetapkan. Menurut mayoritas ulama, adanya seorang wali dalam ijab qabul 

pernikahan menunjukan sesuatu yang pasti dan berakibat tidak sahnya suatu akad 

nikah. Sementara kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah ijab qabul 

pernikahan dengan wali yang tidak semestinya di KUA Kec. Kaligondang, 

dimana dalam kasus tersebut seorang perempuan yang menikah menggunakan 

wali ayah biologisnya akan tetapi pada kenyataannya ia tidak bernasab dengan 

ayahnya, hal tersebut dikarenakan ia merupakan anak hasil dari hamil di luar 

nikah. Oleh karena itu penelitian ini akan meneliti lebih lanjut terkait penyebab 

terjadinya akad pernikahan dengan wali yang tidak semestinya dan bagaimana 

tinjauan KHI dan fikih munakahat terhadap akad nikah tersebut. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Metode 

yang digunakan penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan 

pendekatan yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam 

penelitian ini yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Kemudian metode 

analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. 

Hasil dari penelitian ini yaitu, bahwa penyebab terjadinya ijab qabul 

pernikahan dengan wali yang tidak semestinya adalah ketidaktahuan pihak 

perempuan bahwa ia anak hasil dari nikah hamil sehingga ia tidak bernasab 

dengan ayahnya, orang tua perempuan yang tidak memberitahu status nasabnya 
dan tidak ikut andil dalam pengurusan pernikahan termasuk konfirmasi data yang 

dibutuhkan dalam pernikahan. Kemudian status pernikahan tersebut menurut 

madzhab Hanafiyah hukumnya sah karena wali bukan termasuk rukun nikah. 

Sedangkan menurut jumhur ulama hukumnya tidak sah karena status anak 

perempuan tersebut tidak bernasab dengan ayahnya sehingga tidak berhak 

menjadi wali. Sedangkan pendapat kepala KUA Kec. Kaligondang merujuk pada 

pendapat jumhur ulama, sehingga akad pernikahan tersebut perlu diulang 

menggunakan wali hakim. 

 

KATA KUNCI : Ijab Qabul, Wali Ayah Biologisnya, Tinjauan KHI dan Fikih 

Munakahat 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan adalah kemitraan yang dibangun di atas cinta seorang pria 

dan seorang wanita, yang membawa keadaan ketenangan dan harmoni bagi 

mereka berdua. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan 

perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang kekal 

dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan diartikan 

sebagai hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai 

suami isteri.
1
 

Pernikahan merupakan salah satu rahmat Allah SWT yang 

tercurahkan untuk manusia. Dengan adanya menikah sepasang manusia 

terbebas dari perasaan gelisah. Dengan menikah pula sepasang manusia 

menjadi halal untuk saling berkasih sayang sehingga hatipun menjadi 

tenang, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat ar- Rūm ayat 21: 

نَكُمْ مَوَدَّةً  وَمِنْ آياَتوِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ انَْ فُسِكُمْ أَزْوَاجًا لتَِسْكُنُ وْا الَِي ْهَا وَجَعَلَ بَ ي ْ
ياَ تٍ لِقَوْمٍ يَ تَ فَكَّرُوْنَ لَأَ  وَرَحَْْةً إِنَّ فِ ذَلِكَ   

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan 

pasagan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu 

cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di 

antaramu rasa kasih dan  sayang. Sungguh pada yang demikian itu 

benar-benar  terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang 

berpikir.
2
 

 

Karena manusia adalah makhluk sosial, maka sudah menjadi 

kodratnya manusia saling bergantung satu sama lain. Manusia adalah 

                                                             
1
 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 

2
 Kementerian Agaman RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, hlm. 406 



2 
 

 

makhluk sosial yang biasanya menginginkan pasangan hidup dan anak atau 

keturunan, dan pernikahan adalah satu-satunya cara untuk mencapainya. 

Pernikahan merupakan awal dari pemenuhan hak dan kewajiban baru.
3
 

Pernikahan adalah perjanjian sakral yang dibuat atas nama Allah oleh kedua 

mempelai bahwa mereka akan menciptakan keluarga sakinah yang damai, 

penuh kasih, dan bertaqwa. Pernikahan juga menyatukan dua orang, seorang 

pria dan seorang wanita. Ajaran Allah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang 

cakupannya universal memang penting, tetapi pernikahan juga memiliki 

hubungan dengan hukum nasional yang membantu menopang tujuan 

kehidupan keluarga. Jika pasangan pengantin baru mematuhi rukun dan 

persyaratan hukum negara dan syariat, maka pernikahan mereka diakui sah.
4
 

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

dan Kompilasi Hukum Islam, diatur tentang rukun dan syarat yang harus 

dipenuhi untuk dapat melangsungkan pernikahan. Selain asas-asas 

perkawinan, keabsahan suatu akad perkawinan juga harus memperhatikan 

ketentuan-ketentuan tentang larangan perkawinan yang telah diatur secara 

khusus dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam 

agar tidak terjadi akibat yang tidak diinginkan dan untuk memenuhi 

kewajiban, serta tujuan pernikahan itu sendiri.
5
 

Keabsahan perkawinan berdasarkan hukum Islam antara lain adalah 

“akad” (perikatan) antara wali mempelai istri dengan mempelai suaminya. 

                                                             
3

 Saarah Faadhilah, “Pembatalan Perkawinan Akibat Wali Nikah Tidak Sah”, Jurnal 

Reformasi Hukum Trisakti, Vol 4, No. 2 2022, hlm. 295 
4 
Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 18-19 

5
 Saarah Faadhilah, “Pembatalan Perkawinan Akibat Wali Nikah Tidak Sah”, Jurnal 

Reformasi Hukum Trisakti,  Vol 4, No. 2 2022, hlm. 296 
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Pengucapan akad dilakukan wali calon istri secara eksplisit berupa ijab 

(serah) dan qabul (diterima) oleh calon suami disertai dua orang saksi yang 

syaratnya telah terpenuhi.
6

  Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 

menjelaskan mengenai rukun dan syarat perkawinan, bahwa untuk 

melaksanakan perkawinan harus ada : calon suami, calon isteri, wali nikah, 

dua orang saksi dan, ijab dan qabul.
7
 

Dengan demikian, jelas bahwa menurut jumhur ulama wali itu harus 

ada dalam suatu pernikahan. Adanya seorang wali dalam ijab qabul 

pernikahan merupakan sesuatu yang pasti dan berakibat tidak sahnya suatu 

akad nikah tanpa hadirnya seorang wali. Menurut kesepakatan ulama, wali 

ditetapkan sebagai rukun dalam pernikahan. Wali didefinisikan dalam akad 

perkawinan sebagai orang yang mewakili pengantin wanita dan juga orang 

yang izinnya diperlukan untuk mewujudkan pernikahan.
8
 

Adapun dasar hukum atau dalil yang mewajibkan adanya wali dalam 

suatu perkawinan adalah hadis Rasulullah SAW,  dan hadis  لََ نِكَاحَ إِلََّ بِوَلٍِ  

باَطِلٌ مافنِكَحُهَ  امَ هِ ي  لِ وَ  ايمَّاامْرأَةٍ نكَحَتْ بِغَيْْاِِذْنِ   . 

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 20 ayat (2) mengatakan 

bahwa terdapat 2 (dua) macam wali nikah, yaitu : Pertama, wali nasab. Wali 

                                                             
6
 Ananda Failasufa Rachman,“Tinjauan Hukum Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Yang 

Tidak Sah Di Desa Lubuk Bedorong Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi 

Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi 

Hukum Islam”, Skripsi (2020), hlm. 4 
7
 Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 a 

8
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Jakarta: KENCANA, 2006), 

hlm. 69 
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nasab adalah seseorang yang menjadi wali nikah karena adanya hubungan 

kekerabatan dengan calon mempelai isteri.
9
 Apabila seorang wali nikah 

syaratnya tidak terpenuhi untuk menjadi wali nikah, maka hak wali tersebut 

berpindah kepada wali lain berdasarkan urutan berikutnya. Penggunaan wali 

nasab dalam perkawinan harus memperhatikan kekerabatan yang paling 

dekat antara wali nikah dengan wanita yang akan melangsungkan akad 

nikah.
10

 Kedua, wali hakim. Yang dimaksud dengan wali hakim berdasarkan 

pasal 1 huruf b KHI adalah wali nikah yang ditunjuk oleh menteri Agama 

atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan 

sebagai wali nikah.
11

 

Dapat disimpulkan, bahwa yang berhak menjadi wali itu adalah wali 

nasab yang memang ada hubungan nasab antara anak dengan ayahnya 

kemudian wali aqrob, dan wali hakim jika calon isteri atau mempelai wanita 

tidak memiliki wali atau karena suatu keadaan dan alasan tertentu. 

Sebagaimana diketahui bahwa pernikahan atau perkawinan dapat dikatakan 

sah jika memang memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Di dalam praktik 

pelaksanaan nikah, kadang-kadang orang tua, kerabat atau keluarga merasa 

berhak menjadi wali nikah dalam perkawinan calon mempelai wanita 

dengan alasan yang bermacam-macam. Misal ada bukti akta kelahirannya, 

masuk dalam kartu keluarganya dan sebagainya. Padahal dia tidak berhak 

atau tidak sah menjadi wali nikah dari calon mempelai wanita itu atau 

                                                             
9
 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1, hlm. 247 

10
 Auliah Muthiah, Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga, (Yogyakarta: PT. 

Pustaka Baru, 2017), hlm. 65-66 
11

 Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 b 
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sebaliknya dia berhak menjadi wali nikah namun ia enggan atau tidak mau 

menikahkannya.
12

 Hal tersebut juga terjadi di KUA Kecamatan Kaligondang 

Kabupatem Purbalingga. 

Adapun kasus yang terjadi adalah ada seorang perempuan yang  

melangsungkan akad pernikahan dengan menggunakan wali ayah 

biologisnya, pada hal faktanya ia tidak bernasab dengan ayahnya. Hal 

tersebut  dikarenakan pada saat orang tuanya menikah, ibu dari perempuan 

tersebut sudah dalam kondisi mengandung kurang lebih tujuh bulan dan 

yang menikahi adalah pria yang menghamilinya. Dengan kata lain, ia 

merupakan anak hasil dari hamil di luar nikah. Kemudian setelah perempuan 

itu tumbuh dewasa dan akan melangsungkan pernikahan tanpa mengetahui 

asal usulnya bahwa ia sudah berada dalam kandungan sebelum ibunya 

melaksanakan akad nikah. Jadi pada saat pernikahan dilangsungkan yang 

menjadi walinya adalah ayahnya. Setelah sekian lama perempuan itu 

menjalani kehidupan pernikahan, ada seseorang memberi tahu kepadanya 

bahwa dulu saat orang tuanya menikah ia sudah berada di kandungan selama 

kurang lebih tujuh bulan. Mengetahi hal tersebut, akhirrnya ia menceritakan 

kepada seorang tokoh agama yang merupakan salah satu penyuluh agama di 

KUA Kecamatan Kaligondang dan bertanya bagaimana hukum 

pernikahannya itu. 

Melihat fenomena yang terjadi sebagaimana yang telah dipaparkan di 

atas, menjadi daya tarik bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan 

                                                             
12 

Ikhsan Harjanti dan Munifah. “Kewenangan Kepala KUA Sebagai Wali Hakim Menurut 

Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005”. Jurnal Academia, Vol. 1 No. 2 Februari 2019. 

hlm. 60  
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judul ” TINJAUAN KHI DAN FIKIH MUNAKAHAT TERHADAP 

IJAB QABUL PERNIKAHAN DENGAN WALI AYAH 

BIOLOGISNYA (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kaligondang 

Kabupaten Purbalingga)”. 

B. Definisi Operasional 

Seseorang yang berlaku atau bertindak atas nama calon isteri itu 

disebut dengan wali.
13

 Maksud dari wali nikah ayah biologisnya dalam 

konteks ini adalah di mana ayah biologis yang menjadi wali nikah bagi anak 

perempuannya, akan tetapi anak tersebut dulu saat orang tuanya menikah 

sudah berada dalam kandungan selama kurang lebih tujuh bulan (anak hasil 

hamil di luar nikah). Sedangkan dalam hukum Islam, menurut mayoritas 

ulama seharusnya ayahnya tidak bisa atau tidak sah jika menjadi wali nikah 

karena status anak perempuannya itu mengikuti nasab ibunya atau tidak 

bernasab dengan ayahnya.  

 

 

C. Rumusan Masalah 

Setelah menggambarkan konteks permasalahan tersebut di atas, 

maka penulis akan menyajikan permasalahan ini dalam bentuk pertanyaan: 

1. Mengapa terjadi praktik ijab qabul pernikahan dengan wali ayah 

biologisnya di KUA Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga? 

                                                             
13

 Rinwanto dan Yudi Arianto. “Kedudukan wali dan Saksi dalam Perkawinan Perspektif 

Ulama Empat Madzhab (Maliki, Hanafi, Syafi‟I dan Hambali)”. Jurnal Al-Maqashidi. Vol.  3, No. 

1 Januari-Juni 2020. hlm. 83 
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2. Bagaiman status hukum pernikahan dari ijab qabul dengan wali ayah 

biologisnya ditinjau dari KHI dan fikih munakahat? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Dalam penelitian ini ada tujuan ingin penulis capai, adapun tujuan 

tersebuat adalah: 

a. Untuk mengetahui penyebab terjadinya parktik ijab qabul dengan 

wali yang tidak semestinya di KUA Kecamatan Kaligondang 

Kabupaten Purbalingga. 

b. Untuk memahami hukum pelaksanaan ijab qabul dengan wali yang 

tidak semestinya ditinjau dari perspektif KHI dan fikih munakahat. 

c. Untuk memahami, menelaah tentang ketentuan dan kedudukan wali 

nikah dalam sistem hukum perkawinan. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan 

ilmiah pembaca dan dapat digunakan sebagai bahan pustaka atau 

referensi bagi kemajuan ilmu kesejahteraan sosial. Yang mana bisa 

memberikan sumbangan ilmu khususnya pada bidang fiqih 

munakahat terkait masalah perwalian dalam pernikahan. Bagi 

penulis, faedah dari adanya penelitian ini adalah sebagai salah satu 

media dalam mengimplementasikan materi yang diperoleh selama 

kuliah dalam praktiknya di lapangan. Selain itu juga untuk 

menambah wawasan baru tentang praktik pelaksanaan ijab qabul 
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dengan wali ayah biologisnya (tidak sah) di KUA Kecamatan 

Kaligondang Kabupaten Purbalingga, serta status hukum pernikahan 

dari ijab qabul dengan wali yang tidak semestinya ditinjau dari KHI 

dan fikih munakahat. 

b. Bagi pihak lain yang berkepentingan, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi bahan 

peninjauan untuk membantu menyelesaikan masalah yang 

berkelindan dengan penelitian ini. 

E. Telaah Pustaka 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis bukanlah yang pertama 

yang mengkaji atau membahas tentang problematika wali dalam pernikahan. 

Dalam menyusun skripsi ini, sebelumnya penulis telah mengkaji penelitian-

penelitian atau skripsi-skripsi terdahulu. Tetapi penulis tidak menduplikasi 

apa yang sudah ada dari peneliti-peneliti terdahulu atau dari karya-karya 

sebelumnya. 

Beberapa penelitian-penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan 

sebagai referensi serta ada kaitannya antar penelitian yang penulis 

kemukakan dengan penelitian sebelumnya diantaranya yaitu: 

Skripsi Sandra Bela Vista (2017) yang berjudul “Perkawinan Dengan 

Wali Yang Tidak Berhak Menjadi Wali (Studi Kasus di Desa Sukamukti 

Kecamtan Banyuresmi Kabupaten Garut)”.
14

 Penelitian ini menjelaskan 

tentang latar belakang dan proses perkawinan pasangan yang menikah 

                                                             
14

 Sandra Bela Vista,“Perkawinan Dengan Wali Yang Tidak Berhak Menjadi Wali (Studi 

Kasus di Desa Sukamukti Kecamtan Banyuresmi Kabupaten Garut)”, Skripsi, Fakultas Syari‟ah 

dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2017). 



9 
 

 

dengan wali nikah yang tidak berhak menjadi wali di Desa Sukamukti 

Kecamtan Banyuresmi Kabupaten Garut serta Bagaimana kedudukan hukum 

perkawinan tersebut. 

Skripsi Ananda Failasufa Rachman (2020) yang berjudul “Tinjauan 

Hukum Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Yang Tidak Sah Di Desa 

Lubuk Bedorong Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi 

Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam”.
15

 Penelitian ini menguraikan 

tentang fungsi wali nikah dalam pernikahan di masyarakat dan bagaimana 

penyelesaian terhadap problematika perkawinan yang dilakukan melalui 

wali yang tidak sah dalam akad perkawinan. Hasil penelitian ini didukung 

oleh Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

dan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, yang keduanya mengatakan bahwa 

perkawinan adalah haram atau tidak sah jika dilakukan oleh wali yang tidak 

memenuhi syarat. 

Skripsi Hasti Ani (2018) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dan 

Hukum Positif Terhadap Status Anak Dalam Perkawinan Yang Dibatalkan 

Karena Wali Palsu”.
16

 Penelitian ini mengeksplorasi gagasan status anak 

dalam pernikahan yang fasakh yang diakibatkan oleh wali palsu serta 

persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif tentang 

                                                             
15

 Ananda Failasufa Rachman,“Tinjauan Hukum Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali 

Yang Tidak Sah Di Desa Lubuk Bedorong Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Provinsi 

Jambi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan 

Kompilasi Hukum Islam”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pasundan (2020). 
16

 Hasti Ani, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Status Anak Dalam 

Perkawinan Yang Dibatalkan Karena Wali Palsu”, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung (2018). 
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status anak dalam pernikahan yang dibatalkan. Menurut Imam Syafi‟i, 

dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan tidak bisa menikah 

tanpa persetujuan walinya, atau orang bijak dari keluarga atau penguasanya. 

Oleh karena itu, status anak dalam pernikahan yang bubar akibat wali fiktif 

atau palsu ini tidak sah. Maka dari itu, pernikahan ini tidak sah, status 

hukum anak hasil dari pernikahan ini mengikuti nasab dengan ibunya. 

Skripsi Musdalifah yang berjudul (2017) “Fasakh Nikah Terhadap 

Wali Nikah Dan Dampak Hukumnya (Studi Kasus Pengadilan Agama Barru 

No. 48/Pdt.P/2016/Pa.Br )”.
17

 Penlitian ini menjelaskan tentang perkara 

fasakh nikah terhadap wali nikah tidak sah dalam hal pembuktiannya dan 

menganalisis kedudukan hukum pernikahan tersebut serta akibat hukum dari 

fasakh nikah terhadap wali nikah yang tidak sah. Hasil dari penelitian 

tersebut adalah bahwa dampak dari perkawinan suami istri pada kasus itu 

tidak akan memutuskan nasab antara anak yang telah dilahirkan dalam 

perkwinan dengan orang tuanya. 

Dari penelitian-penelitian di atas tentu berbeda dengan penelitian 

yang akan penulis susun saat ini. Perbedaannya yaitu terletak pada lokasi 

penelitian yang menjadi objek dalam skripsi ini  yaitu di KUA Kecamatan 

Kaligondang Kabupaten Purbaingga, dan dalam penelitian-penelitian di atas 

belum ada yang melakukan penelitian di tempat tersebut. Selain itu, peneliti 

juga akan memaparkan dan lebih menekankan tentang penyebab terjadinya 

praktik ijab qabul dengan wali yang tidak semestinya. Adapun persamaan 

                                                             
17

 Musdalifah, “Fasakh Nikah Terhadap Wali Nikah Dan Dampak Hukumnya (Studi Kasus 

Pengadilan Agama Barru No. 48/Pdt.P/2016/Pa.Br )”, Skripsi , Fakultas Syari‟ah Dan Hukum UIN 

Alauddin Makassar (2017). 



11 
 

 

antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu dalam 

hal pembahasan tentang perwalian dalam pernikahan dan status hukum 

pernikahan dengan wali yang tidak sah. 

F. Sistematika Penulisan 

Hasil dari sebuah penelitian ini disajikan secara terstruktur dengan 

tujuan agar mempermudah pembaca dalam mengakses hasil penelitian ini, 

pada penelitian ini berisikan 5 bab. Adapun urutan pembahasannya sebagai 

berikut: 

Bab I berisikan pendahuluan. Bab ini berisi rancangan gagasan 

tentang topik kajian yang penting karena alasan dan tujuan tertentu. 

Membahas mengenai latar belakang permasalahan dalam penelitian ini, 

definisi operasional, rumusan masalah, tujuan serta manfaat atau kegunaan 

penelitian, telaah Pustaka, dan sistematika penulisan. 

Bab II Landasan atau kerangka teori yang memuat tentang  definisi 

pernikahan atau perkawinan, dalil atau dasar hukum perkawinan, rukun dan 

syarat perkawinan, pengertian wali, dasar hukum wali, syarat-syarat wali, 

macam-macam dan urutan wali, ketentuan wali dalam perkawinan. 

Bab III Metode Penelitian yang memuat jenis penelitian, lokasi 

penelitian, obyek penelitian, subyek penelitian, sumber data, metode 

pengumpulan data, dan metode analisis data. 

Bab IV memuat tentang analisis dan hasil penelitian yaitu penyebab 

terjadinya praktik ijab qabul dengan wali yang tidak semestinya di KUA 
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Kecamatan Kaligondang dan status  hukum pernikahan dari ijab qabul 

dengan wali yang tidak semestinya ditinjau dari  hukum Islam. 

Kesimpulan dan pemikiran akhir dari pembahasan skripsi lengkap 

dimasukkan dalam Bab V. kesimpulan menerangkan secara singkat semua 

penemuan dalam penelitian, dimana kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya. 



 
 

13 

BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN WALI NIKAH 

 

A. Perkawinan 

1. Pengertian Perkawinan 

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan al-nikah yang 

bermakna al-wath’i dan al-dammu wa al-tadkhul. Terkadang juga disebut 

dengan al-dammu wa al-jam’u, atau ‘ibarat ‘an al-wath’ wa al-‘aqd yang 

bermakna bersetubuh, berkumpul, dan akad. Beranjak dari makna 

etimologis inilah para ulama fikih mendefinisikan perkawinan dalam 

konteks hubungan biologis. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh 

Wahbah al-Zuhaily sebagai berikut:
18

 

Akad yang membolehkan terjadinya al-istimta’ (persetubuhan) 

dengan seorang wanita, atau melakukan wathi’, dan berkumpul 

selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan 

sebab keturunan, atau sepersusuan. 

 

Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan. Kemudian 

secara majaz diartikan akad, karena termasuk pengikatan sebab akibat.
19

 

Kata (النكاح) bisa bermakna sebenarnya (haqiqi) dan juga bisa bermakna 

kiasan (majaz), para ulama berbeda pendapat mengenai hal itu, dan 

mereka terbagi menjadi dua pendapat, yaitu:
20

 

 

                                                             
18 

Amiur Nuruddien dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: 

Kencana, 2014), hlm. 38 
19

 Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 23 
20

 Ali Manshur, Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 

41-42 
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a. Pendapat pertama adalah dari kalangan ulama‟ madzhab Syafi‟i 

Mereka berpendapat bahwa makna sebenarnya (haqiqi) dari kata nikah 

adalah akad, sedangkan makna kiasan (majaz) dari kata nikah adalah 

bersetubuh. Adapun yang menjadi dasarnya adalah surat al-Baqarah, 

ayat 230: 

زَوْجًا غَي ْرَهُ  فَاِنْ طلََّقَهَا فَلَا جُنَاحَعَلَيْهِمَآ فَاِنْ طلََّقَهَا فَلَا تََِلُّ لَوٌ مِنْ بَ عْدُ حَتىَّ تَ نْكِحَ 
 اَنْ يَ تَ رَجَعَآ اِنْ ظنََّآ اَنْ يقُِمَا حُدٌوْدَاللَّو وَتلِْكَ حُدٌوْدُاللَّوِ يُ بَ ي َّنُ هَا لِقَوْمٍ يَ عْلَمُوْنَ 

Maka jika dia (suami) menalaknya (sesudah talak dua kali), maka 

wanita itu tidak halal lagi dinikahinya sehingga wanita itu dinikahi 

oleh laki-laki lain...
21

 

 

Oleh karena itu, yang dikehendaki kata nikah dalam ayat tersebut 

adalah melakukan akad nikah dan hubungan badan. 

b. Pendapat kedua adalah dari ulama Hanafiyah 

Mereka berpendapat bahwa makna sebenarnya (haqiqi)  dari kata 

nikah adalah bersetubuh. Sedangkan makna kiasan (majaz) dari kata 

nikah adalah akad. 

Adapun yang menjadi dasarnya adalah surat an-Nur, ayat 3: 

                             

         

Laki-laki yang berzina tidak nikah kecuali dengan wanita yang 

berzina, atau wanita musyrik; dan wanita yang berzina tidak 

dinikahi melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki 

musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang 

mukmin.
22

 

 

                                                             
21

 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, hlm.36 
22 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, hlm. 350 
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Dari keterangan di atas jelas bahwa nikah diucapkan pada dua 

makna, yaitu akad pernikahan dan hubungan intim antara suami istri. 

Nikah menurut syara‟ maknanya tidak keluar dari dua makna tersebut. 

Ulama Ushuliyah telah menukil dari Imam Syafi‟i bahwa nikah diartikan 

akad dalam makna sebenarnya dan hubungan intim dalam makna kiasan 

adalah pendapat yang kuat, karena dalam al-Qur‟an tidak ada kata nikah 

diartikan hubungan intim.
23

 

Di dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 seperti yang dimuat 

dalam pasal 1 (2) perkawinan didefinisikan sebagai: 

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami 

istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
24

 

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 disebutkan: 

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang 

sangat kuat atau mistaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah.”
25

 

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat ditarik pengertian 

sebagai berikut:
26

 

a. Pernikahan itu merupakan akad yang telah ditetapkan ketentuan 

syarat dan rukunnya di dalam syari‟at. Sehingga masing-masing 

mempelai mempunyai hak dan kewajiban. 

                                                             
23

Abdul Aziz M. A dan Abdul Wahab S. H, Al-Usratu Wa Ahkamuha Fit-Tasyrii’i al-Islami, 

Terj. Abdul Majid Khon, hlm. 38
 

24 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 

25
 Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 

26 
Ali Manshur, Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam, hlm. 43-44
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b. Akad yang sah dapat memberikan hak kepemilikian bagi seseorang 

laki-laki terhadap wanita yang dinikahinya, sehingga laki-laki lain 

tidak dapat memilikinya. 

c. Pengaruh dari akad nikah adalah laki-laki dapat berkumpul dan 

berhubungan badan dengan wanita yang dinikahinya. 

d. Pernikahan yang sah hanya dapat dilakukan oleh seseorang laki-laki 

dengan seorang wanita. Maka mafhum mukhalafahnya, tidak disebut 

pernikahan apabila ikatan itu dilakukan oleh dua orang laki-laki 

(homo seksual), atau dua orang wanita (lesbian), atau dilakukan oleh 

banyak laki-laki dan banya wanita (group marriage). Dan pernikahan 

itu hanya dilakukan oleh manusia dengan manusia, tidak dilakukan 

oleh makhluk selain manusia, seperti malaikat, jin, dan lainnya. Hal 

ini sesuai dengan surat an-Nahl ayat 72:  

                       

                      

Dan Allah menjadikan bagimu istri-istri dari jenismu sendiri, dan 

menjadikan bagimu dari istri-istrimu itu anak-anak dan cucu-cucu, 

dan memberikanmu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah 

mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat 

Allah?
27

 

 

e. Ikatan pernikahan itu merupakan suatu ikatan perjanjian yang sangat 

kuat, yang dilakukan oleh suami istri, dengan niat untuk mentaati 

perintah Allah Ta’ala, sehingga ketika melaksanakannya dapat 

bernilai suatu ibadah. Maka tidak boleh main-main dalam urusan 

                                                             
27 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, hlm. 274 
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pernikahan, karena proses pelaksanaannya menyebut nama Allah, 

agar pernikahan itu dapat bertahan lama, dan tidak mudah bercerai. 

2. Dasar Hukum Perkawinan 

Pernikahan adalah suatu perbuatan yang sangat dianjurkan oleh 

Rasulullah SAW dan akadnya merupakan suatu perjanjian dan ikatan yang 

tidak boleh dianggap main-main. Oleh karena itu, akad nikah harus 

didasarkan pada landasan dan pondasi yang kuat, ibarat suatu bangunan 

yang kuat dan kokoh karena pondasinya.
28

 

Adapun dasar hukum secara khusus, dan lebih spesifik dalam 

pelaksanaan akad nikah adalah al-Qur‟an dan Sunnah Rasulullah SAW 

sebagai dasar hukum akad nikah, antara lain sebgai berikut:
29

 

a. Surat an-Nisa ayat 21: 

                    

    

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal 

sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain 

sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil 

dari kamu perjanjian yang kuat.
30

  

 

Pada ayat ini, dengan tegas Allah menyatakan bahwa nikah itu 

bukanlah suatu perjanjian yang biasa saja, tetapi suatu perjanjian yang 

kuat, perjanjian yang kuat di sini adalah akad nikah. 

 

 

                                                             
28

 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1, hlm. 206 
29 

Ibid, hlm. 208 
30 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, hlm.81 
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b. Surat al-Maidah ayat 1: 

             
 

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu… 

Adapun hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan akad nikah, dapat 

dikemukakan sebagai berikut:
31

 

الله صَلَّى الله عليو  لَ وْ سُ رَ  نَّ رضي الله عنهم أَ  وِ يْ بِ اَ  نْ عَ  يِْْ ب َ الزُّ  نِ الله بْ  دِ بْ عَ  نِ بْ  رِ امِ عَ  نْ عَ وَ 
32(اكِمالَْ  وُ حَ حَّ صَ وَ  دُ حَْْ أَ  اهُ وَ الن كَاحَ. )رَ وَسَلَّم قَالَ: أَعْلِنُوا 

 

 Dari Amir bin Abdillah bin Zubair dari bapaknya, bahwasannya 

Rasulullah SAW bersabda, ‘Siarkanlah akad nikah itu’. 

 

Rasulullah SAW bersabda: 

صَلَّى الله  الله، عَنْ أبَيِْوِ رَضِيَ اللّو عَن ْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ عَنْ أَبِْ مُوْسَى عَنْ أَبِْ بُ رَيْدَةَ،
حَْْدُ وَالْأَرْبَ عَةُ وَصَحَّحَوُ ابِْنُ الْمَدِنِ ، وَالت  رْمِذِيُّ، وَابْنُ ( رَوَاهُ أَ لََ نِكَاحَ إِلََّ بِوَلِي ) عليو وَسَلَّم

33 حِبَّان  
Dari Abu Burdah dari Abu Musa dari ayahnya berkata bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Tidak ada (akad) nikah 

kecuali dengan wali.  

 

Demikian beberapa ayat al-Qur‟an dan hadis Nabi SAW, berkaitan 

dengan akad nikah. Sementara itu, kalangan ulama berbeda pendapat 

mengenai bahasa yang harus digunakan untuk mengucapkan kalimat 

(sighat) akad nikah. 

3. Rukun dan Syarat Perkawinan 

                                                             
31 

Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat1, hlm. 209-210 
32 H.R. Ahmad dan dinyatakan sahih oleh al-Hakim, Bulughul Marom Min Adillatil Ahkami, 

(Surabya: Dar al-Ilmi), hadis no. 848, hlm. 211 
33

 H.R. Imam yang lima dan disahihkan oleh Ibnu Madini, At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban, 

Bulughul Marom Min Adillatil Ahkami, (Surabya: Dar al-Ilmi), hadis no. 849, hlm. 211 
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Diskursus tentang rukun merupakan masalah yang serius di 

kalangan fuqaha. Sebagai konsekuensinya terjadi silang pendapat 

berkenaan dengan apa yang termasuk rukun dan mana yang tidak. Bahkan 

perbedaan itu juga terjadi dalam menentukan mana yang termasuk rukun 

dan mana yang syarat. Bisa jadi sebagian ulama menyebutnya sebagai 

rukun dan ulama yang lainnya menyebutnya sebagai syarat.
34

 

Sebagaimana diketahui bahwa rukun dalam suatu perbuatan harus 

terpenuhi demi terlaksananya suatu perbuatan. Rukun adalah sesuatu 

yang harus ada untuk sahnya suatu perbuatan dan menjadi bagian dari 

perbuatan tersebut.
35

 Menurut jumhur ulama rukun perkawinan ada lima 

yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul. 

Masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu:
36

 

a. Calon suami, syarat-syaratnya: 

1) Beragama Islam. 

2) Laki-laki, bukan banci (musykil) yaitu seseorang yang tidak jelas 

statusnya, jika dilakukan akad nikah dengan orang itu maka akad 

nikahnya batal. 

3) Jelas orangnya, diketahui asal-usulnya, jelas identitasnya, dan 

berada di tempat saat akan dilaksanakan akad pernikahan. 

4) Dapat memberikan persetujuan, berakal, tidak gila, memahami 

makna pernikahan dan akad yang akan diucapkan. 

                                                             
34 

Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Taigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, hlm. 60 
35 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1, hlm. 204 
36 

Aulia Muthiah, Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga, hlm. 62 
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5) Tidak terdapat halangan perkawinan, yaitu antara calon suami dan 

isteri tidak ada hubungan keturunan, hubungan sesusuan dan 

pertalian kerabat semenda. 

b. Calon istri, syarat-syaratnya:
37

 

1) Tidak ada halangan syara‟, yakni tidak sedang bersuami, bukan 

mahrom, dan tidak sedang dalam iddah  

2) Merdeka, tidak terpaksa dan atas kemauan sendiri  

3) Orangnya (istri) jelas.  

4) Tidak sedang berihram  

5) Beragama Islam  

c. Wali nikah, syarat-syaratnya:
38

 

6) Laki-laki. 

7) Islam 

8) Dewasa/baligh 

9) Mempunyai hak perwalian. 

10) Tidak terdapat halangan perwaliannya. 

d. Saksi nikah, syarat-syaratnya: 

1) Minimal dua orang laki-laki. 

2) Hadir dalam ijab qabul. 

3) Dapat mengerti maksud akad. 

4) Islam dan adil. 

                                                             
37 Kumedi Ja‟far, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 

2020), hlm. 28 
38

 Aulia Muthiah, Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga, hlm. 64 
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5) Dewasa, berakal, tidak terganggu ingatan, tidak tuna rungu atau 

tuli. 

e. Ijab qabul, syarat-syaratnya: 

1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali. 

2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai. 

3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari dua kata 

tersebut. 

4) Antara ijab dan qabul bersambungan. 

5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya. 

6) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji 

atau umrah. 

7) Majlis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu 

calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua 

orang saksi.
39

 

Berbeda dengan perspektif fikih, UU No 1/1974 tidak mengenal 

adanya rukun perkawinan. Tampaknya UUP hanya memuat hal-hal yang 

berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan. Di dalam Bab II Pasal 6 

ditemukan syarat-syarat perkawinan sebagai berikut:
40

 

a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 

b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum umur 21 tahun 

harus mendapat izin kedua orang. 

                                                             
39 Ibid, hlm. 67 
40

Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Taigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, hlm. 67-68 
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c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia 

atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin 

dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang 

mempu menyatakan kehendaknya. 

d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan 

tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari 

wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai 

hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka 

masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. 

e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut 

dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang lebih di antara 

mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah 

hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan atas 

permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih 

dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) 

pasal ini. 

f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku 

sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu 

dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. 

Syarat perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting, sebab 

suatu perkawinan yang dilakukan dengan tidak memenuhi persyaratan 



23 
 

 

yang ditentukan dalam undang-undang maka perkawinan tersebut dapat 

diancam dengan pembatalan atau dapat dibatalkan.
41

 

Dengan demikian pihak-pihak yang hendak melangsungkan 

perkawinan harus memenuhi beberapa syarat tertentu baik yang 

menyangkut kedua belah pihak yang hendak melaksanakan perkawinan, 

yaitu syarat-syarat perkawinan maupun syarat-syarat yang berhubungan 

dengan pelaksanaan perkawinan itu sendri, yang sering disebut dengan 

rukun perkawinan. Jadi rukun perkawinan adalah hakikat dari perkawinan 

itu sendiri, sehingga tanpa adanya salah satu rukun maka perkawinan itu 

tidak mungkin dapat dilaksanakan. 

B. Wali Dalam Perkawinan 

1. Pengertian Wali dan Dasar Hukumnya 

Yang dimaksud wali secara umum adalah seseorang yang karena 

kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas orang lain. 

Dapatnya dia bertindak atas orang lain itu adalah karena orang lain itu 

memiliki kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak 

sendiri secara hukum, baik urusan bertindak atas harta atau atas dirinya. 

Dalam perkawinan, wali adalah seseorang yang bertindak atas nama 

mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh 

dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu 

sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.
42

 Wali nikah 

juga berperan untuk memberikan restu atas pernikahan yang sedang 

                                                             
41 

Aulia Muthiah, Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga, hlm. 68 
42  

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat
 
dan 

Undang-Undang, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 69 
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berlangsung, oleh karena itu wali harus hadir dalam proses akad nikah, jika 

tidak ada wali nikah maka akad nikah tersebut tidak sah. Hal ini 

berdasarkan hadits berikut:
43

 

ثَ نَا مَُُمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنَ اعَْيَانَ  ادُ: عَنْ يُ وْنُسَ وَإِسْرَاعِيْلُ, عَنْ أَبِْ حَدَّ ثَ نَا ابَُ وْ عُبَ يْدَةَ الَْدَّ : حَدَّ
لََ نِكَاحَ إِلََّ  صَلَّى الله عليو وَسَلَّم قَالَ:إِسْحَاقَ, عَنْ أَبِْ بُ رَيْدَةَ, عَنْ أَبِْ مُوْسَى أَنَّ النَّبَِ 

 44بِوَلِي. )رواه ابَوُ دَاوُدَ(
Muhammad bin Qudamah bin A’yan telah menceritakan kepada 

kami: Abu Ubaidah Al-Haddad telah menceritakan kepada kami: 

Dari Yunus. Dari Isra’il, dari Abu Ishaq, dari Abu Buraidah, dari 

Abu Musa: Sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam 

bersabda: Tidak sah nikah kecuali ada wali.  

 

Kedudukan wali bagi perempuan dalam pekawinan sering menjadi 

kontroversi di antara para ulama‟. Sebagian ulama menganggap eksistensi 

wali dalam akad pernikahan adalah mutlak, karena ia merupakan rukun 

akad. Dengan demikian wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun 

yang harus dipenuhi oleh mempelai wanita yang bertindak untuk 

menikahkannya.
45

 

2. Syarat-syarat Wali 

Seseorang dapat bertindak menjadi wali apabila memenuhi syarat-

syarat yang telah ditentukan dalam hukum Islam, dan para ulama ada yang 

sepakat dan ada yang berbeda pendapat dalam masalah-masalah yang harus 

                                                             
43

 Ali Manshur, Hukum dan Etika Pernikahab Dalam Islam, hlm. 70 
44

 HR. Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, hadis no. 1785 
45 Moh. Ali Wafa, Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan 

Hukum Materil, (Tangerang: YASMI, 2018), hlm. 73 
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dipenuhi seorang wali. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi menurut 

ulama Syafi‟iyah ada enam, yaitu:
46

 

a. Berakal  

Perwalian itu ditetapkan untuk membantu ketidakmampuan orang yang 

menjadi objek perwalian dalam mengekspresikan dirinya. Sedangkan 

orang yang tidak berakal pasti tidak mampu melakukannya dan tidak 

dapat mewakili orang lain, sehingga orang lain berhak menerima 

perwalian tersebut. Baik orang yang tidak berakal itu karena keadaannya 

yang masih kanak-kanak atau karena hilang ingatan atau karena faktor 

usia tua. 

b. Merdeka  

Menurut pendapat sekelompok ulama, seorang budak laki-laki tidak 

mempunyai hak perwalian, baik atas dirinya sendiri maupun orang lain. 

Para penganut madzhab Hanafi mengemukakan, “Seorang wanita boleh 

dinikahkan oleh seorang budak atas izinnya (wanita tersbut) dengan 

alasan bahwa wanita itu dapat menikahkan dirinya sendiri.”  

c. Beragama Islam  

Jadi, tidak ada hak perwalian bagi orang kafir atas wanita muslimah. 

Demikian dikemukakan oleh ulama secara keseluruhan. Ibnu Mundzir 

mengemukakan, “Para ulama yang kami kenal telah sepakat mengambil 

keputusan seperti itu”. Imam Ahmad menyebutkan, “kami pernah 

mendengar bahwa Ali pernah membolehkan pernikahan dimana yang 

                                                             
46 

Rohmat, “Kedudukan Wali Dalam Perbikahan: Studi Pemikiran Syafi‟iyah, Hanafiyah, dan 

Pratiknya di Indonesia”, Jurnal Al-‘Adalah, Vol. X, No. 2, Juli 2011, hlm. 167 
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menjadi wali saudara laki-laki muslim, dan menolak pernikahan di mana 

seorang ayah yang menjadi walinya, karena ia sorang Nasrani.” 

d. Laki-laki 

Laki-laki merupakan syarat perwalian. Demikian menurut pendapat 

seluruh ulama, karena ia diannggap lebih sempurna, sedangkan wanita 

dianggap mempunyai kekukarangan. Wanita dianggap tidak sanggup 

mewakili dirinya sendiri apalagi orang lain.  

Mengenai syarat-syarat laki-laki ulama Syafi‟iyah berpendapat wanita 

tidak boleh menjadi wali bagi orang lain dan tidak boleh wanita 

mengawinkan dirinya sendiri. Alasannya hadist yang diriwayatkan oleh 

Ibn Majah, al-Dar al-Quthni dan al-Baihaqi:
47

 

 جُ و  زَ  ت ُ لََ  وَ  ةَ اَ رْ مَ الْ  ةُ اَ رْ مَ الْ  جُ و  زَ  ت ُ الله صلى الله عليو وسلم لََ  لُ وْ سُ رَ  الَ قَ  :الَ قَ  ةَ رَ ي ْ رَ ىُ  بِْ اَ  نْ عَ 
ارَقُطْنُِّ بْ ا )رواه اِ هَ سَ فْ ن َ  ةُ اَ رْ مَ الْ  48(نُ مَاجَوْ، وَالدَّ  

Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata, Rasulullah saw, bersabda: 

wanita itu tidak sah menikahkan wanita lain dan tidak sah pula 

menikahkan dirinya sendiri.  

 
Jadi hadis di atas melarang wanita mengucapkan sighah al-ijâb dalam 

akad nikah, larangan adalah menujukkan batalnya pekerjaan yang 

dilarang yaitu larangan wanita menikahkan wanita lain dan wanita yang 

menikahkan dirinya. Jika perbuatan ini dilarang terhadap wanita maka 

wanita yang menikahkan orang lain atau menikahkan dirinya maka 

perkawinannya tidak sah. Tegasnya akad nikah yang walinya wanita itu 
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hukumnya tidak sah dan begitu pula wanita yang menikahkan dirinya 

juga hukumnya tidak sah.
49

 

e. Baligh  

Adapun baligh ini merupakan syarat menurut madzhab Hanbali. Imam 

Ahmad mengemukakan bahwa, seorang anak laki-laki tidak boleh 

menikahkan seorang wanita sehingga ia bermimpi, karena ia tidak 

mempunyai kekuasaan untuk itu. Demikian pendapat mayoritas ulama, di 

antaranya adalah Ats-Tsauri, Syafi‟i, Ishak, Ibnu Mundzir dan Abu 

Tsaur. 

Dari Imam Ahmad ada riwayat lain: Jika seorang anak telah menginjak 

usia dua puluh tahun, maka ia boleh menikahkan dan menikah serta 

menceraikan. Yang menjadi dasarnya adalah bahwa anak tersebut 

dibenarkan untuk melakukan transaksi jual beli, berwasiat dan 

menceraikan. Sehingga ditetapkan baginya hak perwalian, seperti halnya 

anak yang sudah baligh.
50

 

f. Adil  

Mengenai kedudukannya sebagai syarat terdapat dua pendapat: Pertama, 

keadilan merupakan syarat. Demikian yang dikemukakan Imam Ahmad, 

dan itu pula yang menjadi pendapat Imam Syafi‟i. hal itu didasarkan 

pada hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘Anhu, ia 

pernah berkata, “Tidak ada pernikahan keuali dengan wali yang 
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memberikan bimbingan dan saksi yang adil”. Imam Ahmad 

mengemukakan, yang paling benar adalah pendapat Ibnu Abbas.  

Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia menceritakan bahwa Rasulullah 

Shallallahu ‘Alaihi wa Salam telah bersabda.
51

 

اَ امْرأَةٍَ أنَْكَحَهَا وَلٌِّ مَ  سْخُوْطٌ عَلَيْوِ فَنِكَا حُهَا باَطِلٌ لََ نِكَاحَ إِلََّ بِوَلِي وَشَاىِدَي عَدْلٍ وَأيمُّ
 )رواه أبى بكر البرقانى(

Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang 

adil. Wanita mana saja yang dinikahkan oleh wali yang dimurkai, 

maka nikahnya batal. 

 

Kedua, menyatakan bahwa adil itu bukan sebagai syarat. Mutsanna bin 

Jami‟ menukil bahwa ia pernah bertanya kepada Ahmad, jika ada orang 

menikah dengan wali fasik dan beberapa orang saksi yang adil, maka 

Ahmad berpendapat bahwa hal tersebut tidak membatalkan pernikahan. 

Itu pulalah yang menjadi pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah serta 

salah satu pendapat syafi‟i.
52

 

3. Macam-macam dan Urutan Wali 

Wali nikah itu ada empat macam, yaitu: wali nasab, wali hakim 

(sultan), wali tahkim, dan wali maula.
53

 

a. Wali Nasab 

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan 

wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali nasab 

terdapat pendapat antara ulama fiqih. Imam Malik mengatakan bahwa 
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perwalian itu didasarkan atas „ashabah, kecuali anak laki-laki dan 

keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali. 

Selanjutnya, ia mengatakan anak laki-laki sampe kebawah lebih 

utama, kemudian ayah sampai ke atas, kemudian saudara-saudara lelaki 

seayah seibu, kemudian saudara lelaki seayah saja, kemudain anak lelaki 

dari saudara lelaki seayah saja, lalu kakek dari pihak ayah sampai ke atas. 

Dalam al-Mughni yang dikutip oleh Tihami dan Sohari Sahrani 

dalam bukunya yang berjudul “Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap” 

terdapat keterangan bahwa kakek lebih utama dari pada sudara lelaki dan 

anaknya saudara lelaki, karena kakek adalah asal, kemudian paman-

paman dari pihak ayah berdasarkan urutan saudara-saudara lelaki sampai 

ke bawah. 

Imam Syafi‟i berpegang pada „ashabah, yakni bahwa anak laki-alki 

termasuk „ashabah seorang wanita. Sedangkan Imam Malik tidak 

menganggap „ashabah pada anak.
54

 

Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali aqrab (dekat) dan wali 

ab’ad (jauh). Wali aqrab juga terbagi menjadi dua, yaitu wali mujbir dan 

wali tidak mujbir. Wali mujbir ialah wali yang berhak memaksa anaknya 

untuk menikah. Mereka adalah bapak dan kakek dari ayah. Selain dari 

kedua orang ini adalah wali tidak mujbir.
55
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Adapun perpindahan wali aqrab kepada wali ab’ad adalah sebagai 

berikut.
56

 

1) Apabila wali aqrab-nya nonmuslim 

2) Apabila wali aqrab-nya fasik 

3) Apabila wali aqrab-nya belum dewasa 

4) Apabila wali aqrab-nya gila 

5) Apabila wali aqrabnya bisu/tuli 

b. Wali Hakim 

Wali hakim ialah penguasa atau wakil penguasa yang berwenang 

dalam bidang perkawinan. Biasanya penghulu atau petugas lain dari 

Departemen Agama. Dalam hal ditemui kesulitan untuk hadirnya wali 

nasab atau ada halangan-halangan dari wali nasab atas suatu perkawinan, 

maka seseorang calon pengantin perempuan dapat mempergunakan 

bantuan wali hakim baik melalui Pengadilan Agama atau tidak, 

tergantung pada prosedur yang dapat ditempuh.
57

 

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau qadi, Rasulullah Saw. 

bersabda:
58

 

59فَالسُّلْطاَنُ وَلُِّ مَنْ لََّ وَلَِّ لَوُ   
Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak 

ada walinya. 
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Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah pemerintah 

 khalifah (pemimpin), penguasa, atau qadi nikah yang diberi ,(السُّلْطاَنُ )

wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali 

hakim. Apabila tidak ada orang-orang di atas, maka wali hakim dapat 

diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau 

orang-orang yang alim. 

Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika 

dalam kondisi-kondisi berikut:
60

 

1) Tidak ada wali nasab;  

2) Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab’ad; 

3) Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh 92,5 km atau dua 

hari perjalanan; 

4) Wali aqrab dipenjara atau tidak bisa ditemui; 

5) Wali aqrabnya ‘adlal; 

6) Wali qarabnya berbelit-belit (mempersulit); 

7) Wali aqrabnya sedang ihram; 

8) Wali aqrabnya sendiri yang akan menikah; dan 

9) Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali 

mujbir tidak ada. 

Wali hakim tidak berhak menikahkan: 
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1) Wanita yang belum baligh; 

2) Kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak sekufu; 

3) Tanpa seizin wanita yang akan menikah; dan 

4) Wanita yang berada di luar daerah kekuasannya. 

c. Wali Tahkim 

Wali tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon 

istri. Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) adalah: Calon suami 

mengucapkan tahkim kepada seseorang dengan kalimat, “Saya angkat 

bapak/saudara untuk menikahkan saya dengan si… (calon istri) dengan 

mahar…dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang.” Selain 

itu, calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim 

itu menjawab, “Saya terima tahkim ini.”
61

 

Wali tahkim terjadi apabila: 

1) Wali nasab tidak ada; 

2) Wali nasab gaib, atau berpergian jauh selama dua hari, serta wakilnya 

tidak di situ; dan 

3) Tidak ada qadi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk (NTR). 

d. Wali Maula 

Wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya. Artinya, 

majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada 

dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Maksud 
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perempuan disini terutama adalah hamba sahaya yang berada di bawah 

kekuasaannya.
62

 

4. Ketentuan Wali Nikah 

a. Perwalian Bagi Anak Hasil Nikah Hamil Dalam Fikih Munakahat 

1) Pandangan Hanafiyah tentang wali 

Sebagaimana diketahui bahwa mazhab Hanafiyah 

menyandarkan pada rasionalitas dalam membuat keputusan 

hukumnya. Hal ini terlihat ketika mereka berpandangan bahwa status 

wali hanyalah syarat perkawinan, bukan rukun perkawinan. Ulama 

Hanafiyah meringkas rukun perkawinan hanyalah terdiri atas ijab dan 

qabul. Status wali menjadi syarat sahnya perkawinan khusus anak 

kecil, baik perempuan maupun laki-laki, orang gila ([madznun] 

perempuan/laki-laki) meskipun orang dewasa. Adapun orang yang 

sudah dewasa dan sudah baligh, baik janda maupun gadis tidak berada 

dalam kekuasaan wali, cukuplah kedua mempelai dengan akad nikah 

(ijab/qabul) dengan syarat keduanya kafaah.
63

 Jadi, Abu Hanifah 

memperbolehkan perkawinan tanpa wali (menikahkan diri sendiri) 

atau meminta orang lain di luar nasab untuk menikahkan gadis atau 

janda. Dan pernikahan wanita gadis atau janda hukumnya sah walau 

tanpa adanya wali.
64

 

                                                             
62

 Ibid, hlm. 99 
63

 Dedi Supriadi, Fikih Munakahat Perbandingan, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 

hlm. 33 
64

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, hlm. 74 



34 
 

 

Dasar atau dalil menurut mazhab Hanafiyah tidak perlu adanya 

wali adalah sebgai berikut: 

Al-Qur‟an surat al-Baqarah ayat 230: 

 فَاِنْ طلََّقَهَا فَلَا تََِلُّ لَوٌ مِنْ بَ عْدُ حَتىَّ تَ نْكِحَ زَوْجًا غَيْ رَهُ  فَاِنْ طلََّقَهَا فَلَا جُنَاحَعَلَيْهِمَآ
 اَنْ يَ تَ رَجَعَآ اِنْ ظنََّآ اَنْ يقُِمَا حُدٌوْدَاللَّو وَتلِْكَ حُدٌوْدُاللَّوِ يُ بَ ي َّنُ هَا لِقَوْمٍ يَ عْلَمُوْنَ 

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang 

kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga 

Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang 

lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya 

(bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika 

keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum 

Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada 

kaum yang (mau) mengetahui.
65

 

 

Al-Qur‟an surat al-Baqarah ayat 232: 

                            

                                 

                   

Aapabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa 

iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi 

mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah 

terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. 

Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di 

antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik 

bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak 

mengetahui.
66

 
 

Adapun hadits-hadits Nabi SAW, yang dijadikan dasar tidak 

adanya wali dalam perkawinan menurut mazhab Hanafiyah adalah 

sebagai berikut: 
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Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ia berkata bahwa Nabi 

SAW telah bersabda: 

عَ ناَفِعَ بن  ثَ نَا قٌ تْيبَةُ بْنُ سُفيانُ عَنْ زيٍاَد بْنِ سَعْدٍ، عَن عَبْدِ الله بنِ الفَضَلِ. سََِ وَحَدَّ
جُبَيٍْ يُُبرُ عن ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى الله عَلَيوِ وَسَلَّم قَالَ: الث َّي بُ أَحَقُّ بنَِ فْسِهَا مِنْ 

67تُسْتَأْمَرُ. وَإِذْنُ هَا سُكُوْتُ هَا وَليِ  هَا. وَالْكِب ْرُ   
Janda lebih baik atas dirinya ketimbang walinya, sedangkan gadis 

dimintai izinnya, izinnya adalah diam. (H.R. Muslim) 

Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud an Nasa‟i: 

قَالَ: لَيْسَ للِْوَلِ  مَعَ  صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ النَبَِّ   وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيً اللّوُ عَنْوُ انََّ 
، وَصَحَّحَوُ ابْنُ حِبَّانَ( 68الث َّي بِ أمَْرٌ، وَالْيَتِيْمَةُ تُسْتَمَرُ )رَوَاهُ أبَُ وْدَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ  

Wali tidak mempunyai urusan untuk mengenai wanita janda dan 

yatimah dimintai pendapatnya dan diamnya adalah 

pengakuannya. (H.R. Abu Dawud dan Nasai dan telah 

menshohihkan hadis Ibnu Hibban). 

 

Rasionalitas tentang wali dalam pandangan madzhab Hanafiyah 

didasarkan bahwa akad nikah sama dengan akad jual beli. Oleh karena 

itu, syaratnya cukup dengan ijab dan qabul. Posisi wali hanya 

diperuntukkan bagi pasangan suami istri yang masih kecil. Selain itu, 

secara istidlal Hanafiyah berpandangan bahwa al-Qur‟an ataupun 

hadis yang dijadikan hujjah terhadap status wali sebagai rukun nikah, 

tidak memberikan isyarat bahwa wali tersebut sebagai rukun nikah.
69

 

Oleh karena itu, dalam madzhab Hanafiyah posisi wali itu tidak 

mutlak dan kalaupun ada hanya diperuntukan kepada wanita yang 
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masih gadis (belum dewasa). Bahkan dalam tulisan Abu Zahrah yang 

dikutip Jawad Mughniyah, disebutkan: Mazhab Hanafi mengatakan 

bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih 

sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik 

dia perawan maupun janda. Tidak ada seorang pun yang mempunyai 

wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya dengan syarat 

orang yang dipilihnya itu sekufu (sepadan) dengannya dan maharnya 

tidak kurang dari mahar mitsil.
70

 

Menurut mazhab Hanafi seorang wanita baik gadis atau janda 

yang sudah baligh dan berakal dapat laksanakan pernikahannya secara 

langsung atas dirinya sendiri, baik dengan laki-laki yang sekufu atau 

tidak sekufu, akan tetapi apabila laki-laki yang dikawininya tidak 

sekufu para wali dapat membatalkan pernikahannya atas nikah 

tersebut. Adapun persyaratan mengenai pernikahan tanpa wali 

menurut Abu Hanifah ialah sekufu atau sederajat (sebanding) antara 

mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan, mahar yang patut 

yakni mahar yang berupa harta benda yang berharga dan jelas harta 

tersebut ada saat akad nikah, mahar tersebut terbagi dua bagian yaitu 

mahar musamma dan mahar mitsil, baligh dan bekal, yang terakir juga 

dilihat dari sisi merdeka artiannya bahwa laki-laki yang dinikahinya 
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bukan budak dan ia sudah mapan untuk menikah baik dari segi fisik, 

mental dan materi.
71

 

2) Pandangan mayoritas ulama tentang wali (Syafi‟iyah, Malikiyah, 

Hanbaliyah) 

Syafi‟i, Maliki dan Hanbali berpendapat: jika wanita yang 

baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan 

dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada 

keduanya, wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa 

persetujuannya. 

Ulama Syâfi‟îyah berpendapat bahwa perkawinan tanpa wali 

tidak sah atau dapat dikatakan bahwa wali adalah merupakan syarat 

sahnya perkawinan, bahkan wali merupakan rukun perkawinan. 

Alasannya antara lain yaitu:
72

 

Al-Qur‟an Surat an-Nur ayat 32: 

                         

              

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, 

dan orangorang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba 

sahayamu yang lelaki dan hambhamba sahayamu yang 

perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan 

mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-

Nya) lagi Maha Mengetahui.  
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Al-Qur‟an Surat al-Baqarah ayat 232: 

                            

                                 

                   

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa 

iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi 

mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah 

terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. 

Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di 

antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik 

bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak 

mengetahui. 

 

Hadits Rasulullah SAW : 

73لََ نِكَاحَ إِلََّ بِوَلِي   
Perkawinan tanpa wali adalah tidak sah (H.R. Ahmad dan 

Imam Empat, dan telah menshohihkan hadits Ibu Madiniyyi, 

dan at-Tirmidhi Ibnu Hibban). 

 

Imam Malik, sebagaimana dikutip Ibnu Rusyd berpendapat 

bahwa “Tidak terjadi pernikahan kecuali dengan wali. Wali adalah 

syarat sahnya pernikahan sebagaimana riwayat haditz ashab”. Atas 

pemikiran Malik, para ulama Malikiyah lebih tegas berpendapat 

bahwa wali adalah rukun dari sebagian rukun nikah, tidak sah akad 

nikah tanpa adanya wali. Dasar keharusan wali dalam nikah menurut 

mazhab Maliki dan Mazhab yang sepakat terhaddap wali sebagai 

syarat sahnya pernikahan adalah Surat al-Baqarah ayat 232 

sebagaimana dijelaskan di atas.
74
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Berdasarkan pemahaman tersebut, mazhab Maliki berpendapat 

jika wanita baligh dan berakal sehat itu masih gadis, hak menikahkan 

dirinya ada pada wali. Akan tetapi jika janda, hak itu ada pada 

keduanya. Wali tidak boleh menikahkan wanita janda tanpa 

persetujuannya. Sebaliknya janda tidak boleh menikahkan dirinya 

sendiri tanpa ada restu dari wali, begitu juga demikian pengucapan 

akad adalah hak ijbar wali. Akad yang diucapkan hanya sekali dan 

memerlukan persetujuannya dari pihak perempuan.
75

 

Mazhab Hanbaliyah dalam memandang wali, pada dasarnya 

sama dengan mazhab Malikiyah dan Syafi‟iyah. Ketiga mazhab 

tersebut berpendapat bahwa wali itu sangat penting (dharuri) dalam 

pernikahan. Tanpa wali atau orang yang menggantikan wali, 

pernikahannya batal (tidak sah). Seorang wanita tidak boleh menikah 

sendiri dengan akad pernikahannya sendiri dalam keadaan apapun, 

baik kepada gadis atau laki-laki yang dewasa maupun yang belum 

dewasa, keculai janda-janda harus diminta izin dan ridanya. 

Adapun pengambilan dalil mazhab Hanafiyah, termasuk 

kelompok ulama Jumhur tentang keharusan wali berdasarkan Al-

Qur‟an adalah: 

Al-Qur‟an Surat an-Nur ayat 32: 

                   ... 
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Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan 

orangorang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu 

yang lelaki dan hambhamba sahayamu yang perempuan.
76

 

 
Al-Qur‟an Surat al-Baqarah ayat 228 

...               ... 

…Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang 

dengan kewajibannya menurut cara yang patut…
77

 

 

Landasan normative (hadis) tentang wali yang digunakan dalam 

mazhab Hanbali, meskipun sama dengan mazhab Syafi‟iyah dan 

Malikiyah tetapi berbeda redaksi hadisnya, sebagai berikut:
78

 

اَ امْرأَةٍَ نَكَحَتْ بِغَيِْْ  قَالَ: وَسَلَّمَ  عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَن ْهَا أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ  أيمُّ
79)يُ قَالُ ثَلَاثاً(. )رواه أبو داود وابن ماجو والترمذى( إِذْنِ وَليِ  هَا فَنِكَاحُهَا باَطِلٌ   

Dari Aisyah r.a, sesungguhnya Nabi bersabda, ‘Siapa saja yang 

menikah tanpa izin walinya, pernikahan itu batal (diucapkan 

tiga kali). (H.R. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi) 

 

Berdasarkan landasan tersebut, mazhab Hanbaliyah menetapkan 

bahwa wali itu wajib dan harus ada dalam pernikahan. Ia menjadi 

rukun diantara rukun-rukun nikah. Pernikahan tanpa wali adalah tidak 

sah baik kepada orang yang sudah dewasa atau belum dewasa.
80

 

b. Perwalian Bagi Anak Hasil Nikah Hamil Menurut KHI 

Para ulama mazhab sepakat bahwa anak yang dilahirkan melalui 

perzinaan maka tidak ada hak waris mewarisi, sebab anak tersebut secara 

syar’i tidak memiliki ikatan nasab yang sah dengan orang tuanya. Begitu 
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juga dengan hak perwalian bagi anak perempuan dari hasil zina, maka 

seorang tidak bisa menjadi walinya kecuali dengan ketentuan anak 

perempuan tersebut lahir dalam waktu minimal enam bulam setelah 

terjadinya pelaksanaan akad perkawinan antara kedua orang tuanya. 

Sebagaimana mayoritas ulama‟ telah sepakat atas nasab anak zina bukan 

kepada ayah biologisnya, maka anak hasil zina yang lahir sebelum batas 

usia minimal kehamilan yaitu 6 bulan dihitung sejak akad nikah 

dinasabkan kepada ibu yang melahirkannya dan kerabat ibunya. Oleh 

karena itu, penasaban anak zina kepada ibunya mengakibatkan anak tidak 

mempunyai wali. Sedangkan anak yang tidak mempunyai wali, maka 

walinya adalah penguasa/ hakim.
81

 

Penetapan batasan 6 bulan dalam menentukan keabsahan anak 

didasarkan pada pemahaman bahwa usia minimum kehamilan wanita 

adalah 6 bulan. Pemahaman ini diambil atau ditafsirkan dari dua ayat al-

Qur‟an (ayat 14 Surat Luqman dan ayat 233 Surat al-Baqarah) yang 

menjelaskan tentang masa sempurna penyusuan anak dan masa 

kehamilan. Disebutkan diayat 14 Surat Luqman bahwa seorang ibu 

dengan susah payah mengandung dan menyusui seorang anak selama 30 

bulan atau dua tahun setengah. Sementara di ayat 233 al-Baqarah 

dijelaskan bahwa masa sempurna penyusuan adalah 24 bulan atau dua 
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tahun penuh. Dengan dasar kedua ayat ini para ulama sepakat bahwa 

masa minimum kehamilan adalah 6 bulan. 
82

 

Kalau menelaah masalah anak perempuan yang lahir kurang dari 

6 bulan dari perkawinan hamil dari segi hukum yang berlaku di Indonesia 

terutama dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, Pasal 42 

: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat 

perkawinan yang sah”. Dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 

99: 

Anak yang sah adalah: 

a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; 

b. Hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan 

oleh isteri tersebut. 

Kalau melihat sekilas bunyi pasal di atas, maka anak perempuan 

tersebut bisa dianggap anak yang sah karena anak perempuan tersebut 

lahir dalam perkawinan yang sah dan ketika dia dikatakan anak yang sah 

maka anak perempuan tersebut tersebut memiliki hubungan keperdataan 

(nasab) juga dengan ayahnya sehingga ayahnya tersebut bisa menjadi 

wali terhadap anak perempuan itu.
83

 

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengesahkan 

tersambungnya nasab si anak dengan bapaknya jika ibu dan bapak yang 

menghamilinya menikah sesuai dengan aturan pasal 53 yang 
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menyebutkan bahwa wanita yang hamil diluar nikah dapat menikah 

dengan orang yang menghamilinya. Pernikahan yang dilangsungkan 

tidak perlu diulang kembali ketika si wanita telah melahirkan anaknya. 

Karena anak tersebut dianggap anak sah dari si bapak (laki-laki) yang 

menghamili ibunya dan kemudan menikahinya, bapak tersebut berhak 

menjadi walinya serta bisa mewarisi dan diwarisi.
84

 

Pernikahan yang dilakukan tidak memiliki batasan waktu. Kapan 

pun anak dilahirkan dari wanita yang menikah dengan laki-laki yang 

menghamilinya atau kapan pun si wanita dinikahi dalam masa 

kehamilannya, anak tersebut akan memiliki nasab pada bapaknya karena 

anak tersebut lahir dalam ikatan perkawinan yang sah. Kesahan anak 

yang lahir dari pernikahan seperti ini sejalan dengan aturan penetapan 

anak sah yang tercantum dalam pasal 99 KHI dan pasal 42 Undang-

Undang Perkawinan. Pasal tersebut menyebutkan bahwa anak sah adalah 

anak yang lahir daam ikatan perkawinan yang sah dan akibat dari 

pernikahan yang sah.
85

 

Jika melihat dalam pasal 43 UU No. 1 tahun 1974 yang 

mengatakan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya 

memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, dan 

pasal 100 KHI “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya 

mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya”, 

sebagaimana yang terdapat dalam kedua pasal tersebut maka status anak 
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diluar nikah itu hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan 

keluarga ibunya. Akan tetapi, ada pengecualian yang ditetapkan dalam 

pasal 53 KHI, yaitu bawa wanita hamil boleh menikah dengan laki-laki 

yang menghamilinya tanpa menunggu kelahiran anak tersebut. Jadi, 

bahwa anak yang dibuahi diluar nikah kemudian dilahirkan dalam 

perkawinan yang sah (ibu dan laki-laki yang menghamilinya menikah) 

maka status anak tersebut menjadi anak sah karena dilahirkan dalam 

perkawinan yang sah, sehingga memiliki hubungan nasab dengan laki-

laki yang menghamili ibunya, memiliki hak nafkah, perwalian maupun 

warisan dari bapak ibunya.
86

 

Hal ini sejalan dengan pendapat Imam Abu Hanifah, bahwa pada 

dasarnya nasab anak dilihat dari siapa yang menuai. Jadi, jika anak 

tersebut dilahirkan oleh ibunya yang sudah menikah dengan laki-laki 

yang mengahamilinya maka status anak tersebut sah dan memliki 

hubungan nasab dengan laki-laki yang menghamili ibunya (bapaknya). 

Tapi jika ibunya tidak menikah dengan laki-laki yang menghamilinya 

maka anak tersebut hanya memiliki nasab dengan ibunya.
87
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian diartikan sebagai studi yang dilakukan untuk melakukan 

penyelidikan terhadap suatu masalah, hingga permasalahan tersebut dapat 

diselesaikan. Penelitian memiliki kegunaan untuk memahami, memecahkan, 

dan mengantisipasi masalah.88 

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 

research). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang menggunakan data 

dan informasi yang langsung ditemukan dilapangan (medan atau lokasi 

penelitian).
89

  Penelitian lapangan juga dianggap sebagai penelitian kualitatif, 

yaitu penelitian yang data-datanya berupa kata-kata, kalimat, artinya datanya 

tidak berbentuk angka.
90

 

Metode yang digunakan penelitian ini adalah dengan menggunakan 

metode deskriptif yang disajikan dalam bentuk narasi dengan menggambarkan 

atau menjelaskan tentang permasalahan yang sedang diteliti dalam bentuk 

tulisan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya ijab 

qabul dengan wali yang tidak semestinya dan status hukum pernikahan tersebut 

ditinjau dari hukum Islam. Adapun lokasi penelitiannya yaitu di KUA 

Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga. 
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B. Sumber Data 

Data adalah komponen penelitian, artinya tanpa data tidak akan ada 

penelitian, data dalam penelitian harus valid atau benar, jika tidak valid maka 

akan menghasilkan informasi dan kesimpulan yang keliru atau salah. Oleh 

karena itu diperlukan pengambilan data yang benar.
91

 

1. Sumber Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti 

secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data 

asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Untuk mendapatkan data 

primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung.
92

 Metode dapat 

berupa wawancara langsung, wawancara melalui telekomunikasi yang lain, 

diskusi kelompok tematik (focussed group discussion/FGD), kuisioner dan 

lain-lain. Data primer pada dasarnya adalah memperoleh data langsung 

secara personal.
93

 

Adapun data primer dalam penelitian ini adalah data dari hasil 

wawancara dengan pihak KUA Kecamatan Kaligondang Kabupaten 

Purbalingga dan pihak yang bersangkutan dalam praktik ijab qabul dengan 

wali yang tidak semestinya.  

2. Sumber Data Sekunder  

Sumber data sekunder merupakan informasi atau data yang didapatkan 

dari sumber lain selain subjek penelitian itu sendiri. Sumber data sekunder 
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juga merupakan sumber yang mendukung topik serta diambil dari buku-

buku tentang wali dalam perkawinan. Sumber-sumber tersebut digunakan 

untuk memperkuat sumber data primer dalam penelitian. 

Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah undang-undang 

perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan buku pendukung lainnya yang 

berkaitan dengan perwalian dalam pernikahan. 

C. Pendekatan Penelitian 

Studi kasus merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan 

untuk memahami suatu isu atau permasalahan dengan menggunakan suatu 

kasus. Kasus di sini dapat berupa suatu kejadian, proses, kegiatan, program, 

ataupun satu atau beberapa orang. Lebih lanjut, untuk memahami isu atau 

permasalahan secara mendalam, seorang peneliti perlu melakukan penyelidikan 

dan eksplorasi terhadap satu atau beberapa kasus dalam jangka waktu tertentu 

dan mengumpulkan data dari berbagai sumber (observasi, dokumen, laporan, 

atau wawancara). 
94

 

Penggunaan pendekatan studi kasus dalam penelitian ini adalah penulis 

akan menelaah peristiwa ijab qabul dengan wali yang tidak semestinya yang 

menjadi permasalahan dalam penelitian ini, kemudian dianalisis berdasarkan 

undang-undang, Kompilasi Hukum Islam, dan fiqih munakahat sehingga 

menghasilkan kesimpulan apakah fenomena yang terjadi sudah sinkron atau 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang maupun fiqih 

munakahat. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

Metode atau teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan 

peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan 

masalah penelitian.
95

 Data penelitian dapat berupa teks, foto, angka, cerita, 

garnbar, artifacts. Data penelitian kualitatif biasanya berbentuk teks, foto, 

cerita, gambar, artifacts dan bukan berupa angka hitung-hitungan. Ada 

beberapa metode yang penulis gunakan dalam pengumpulan data untuk 

penulisan skripsi ini. Berikut adalah metode-metode yang diperlukan untuk 

mengumpulkan data penelitian: 

1. Wawancara 

Metode wawancara ialah bentuk komunikasi dengan menggunakan 

simbol-simbol verbal atau dengan bentuk lisan maupun tulisan jadi 

semacam dialog yang bertujan mendapatkan informasi atau dapat diartikkan 

suatu cara atau metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

memberikan pertanyaan oleh peneliti dan kemudian dijawab oleh obyek 

yang diteliti.96 
 

Adapun teknik wawancara merupakan teknik penggalian data melalui 

percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dari dua pihak atau 

lebih.97 Dengan metode ini penulis mengadakan wawancara dengan pihak 

KUA Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga dan pihak yang 

bersangkutan dalam praktik ijab qabul dengan wali yang tidak semestinya. 
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2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode mencari data mengenai sesuatu atau 

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, lengger, agenda, dan lain sebagainya.
98

 Selain itu, teknik 

dokumentasi juga merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

mengkaji sumber tertulis, seperti buku, laporan, notulen rapat, catatan harian 

dan sebagainya yang memuat data atau informasi yang diperlukan peneliti.
99

 

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi 

dan wawancara dalam penelitian kualitatif.  Hasil penelitian dari observasi 

atau wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya apabila didukung 

oleh suatu hal yang historis.
100

  

Adapun teknik dokmentasi dalam penelitian ini yaitu penulis mencari 

data berupa dokumen pernikahan, dokumen laporan tahunan KUA dan 

buku-buku atau jurnal yang berkaitan dengan perwalian dalam pernikahan. 

E. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data 

kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema 

dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan langkah-langkah analisis dengan 

pendekatan kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan 

dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya 
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menjadi satuan yang datapat dikelolah, mensintesiskan, mencari dan 

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan 

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. 
101

  

Adapun langkah-langkah analisis data kualitatif yang digunakan adalah 

dengan model Miles dan Huberman, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu. Dengan kata lain proses reduksi data ini 

dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian 

untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil 

penggalian data. Tujuan dari reduksi data ini adalah untuk 

menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalian data di 

lapangan.
102

 

Dalam penelitian ini, setelah penulis mengumpulkan data-data yang 

diperlukan dari hasil wawancara dan dokumentasi serta menentuan hal 

pokok yang erat hubungannya dengan penelitian yang kemudian dirangkum. 

Setelah itu, dari rangkuman tersebut disusun secara sistematis agar 

menghasilkan gambaran yang jelas terkait permasalahan yang akan dibahas 

dalam penelitian ini. 
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2. Penyajian Data 

Penyajian data dalam penelitian kualitatif pada umumnya disampaikan 

dalam bentuk narasi, yang dilengkapi matriks, gambar, grafik, jaringan, 

bagan, table skema, ilustrasi dan sebagainya, agar data yang disajikan untuk 

persiapan analisis tampak lebih jelas, rinci, dan mantap serta mudah 

dipahami. Tujuan dalam menyajikan data ini adalah untuk menjawab 

permasalahan penelitian melalui proses analisis data. Untuk itu, sajian data 

perlu dikemas dalam bentuk yang sistematik agar dapat membantu peneliti 

dalam proses analisis.
103

 

Berdasarkan uraian di atas, penyajian data dalam penelitian ini yaitu 

setelah mereduksi data, kemudian penulis menguraikan data yang diperoleh 

dalam bentuk teks yang bersifat narasi sehingga pembaca maupun penulis 

dapat melihat gambaran dari keseluruhan hasil penelitian dan mudah 

memahami data sesuai realita yang ada. 

3. Kesimpulan/Verifikasi 

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa 

data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang 

telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang 

dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. 

Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan 
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kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang 

terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.
104

 

Dari hasil reduksi data dan penyajian data, selanjutnya penulis dapat 

menarik kesimpulan/verifikasi data tersebut sehingga menjadi data yang 

komprehensif. Penulis meninjau kembali reduksi data dan penyajian data 

agar dapat menarik kesimpulan yang nantinya akan menjawab rumusan 

masalah dalam penelitian ini. 
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BAB IV 

ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN IJAB QABUL DENGAN 

WALI AYAH BIOLOGISNYA  

 

A. Gambaran Umum KUA Kec. Kaligondang Kab. Purbalingga 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaligondang yang tepat berada pada 

pusat pemerintahan Kecamatan Kaligondang. Pada bagian bara berbatasan 

dengan Kecamatan Purbalingga dan Kecamatan Bojongsari, bagian timur 

berbatasan dengan Kecamatan Pengadegan dan Kecamatan Kejobong, bagian 

Utara berbatasan dengan Kecamatan Mrebet, Kertanegara dan Karangmoncol, 

bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Purbalingga. Luas wilayah 

Kecamatan Kaligondang adalah 5.035,45 Ha terdiri dari area persawahan dan 

pekarangan, dengan jumlah desa sebanyak 18 desa. 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaligondang dibangun tahun 1986 

sehingga saat ini berumur 36 tahun dan di awal tahun 2016 Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Kaligondang mendapat dana SBSN sehingga di akhir tahun 

2016 sudah menempati gedung baru. Kondisi sekarang, baik kantor KUA 

meupun aula (balai nikah dan manasik haji) sudah representative. Meski 

demikian bukan berarti baik gedung maupun sarana prasarana telah lengkap 

ataupun penuh/sempurna, namun masih banyak kekurangan karena 

keterbatasan.
105

 

Setiap lembaga atau instansi itu harus memiliki struktur organisasi, 

khususnya di lembaga Kantor Urusan Agama. Struktur organisasi sangat 

                                                             
105

 Dokumentasi Laporan NTCR KUA Kaligondang, di kutip pada 13 Desember 2022 



56 

 

 

penting dalam keberhasilan suatu lembaga karena mengontrol hubungan antar 

unit kerja, membagi dan mengoordinasi tugas serta wewenang dengan efektif 

agar tujuan dalam sebuah organisasi tersebut dapat tercapai. Berikut adalah 

struktur organisasi pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaligondang 

Kabupaten Purbalingga. 

Untuk kepala KUA dijabat oleh bapak Edi Syufa‟at, S. Ag selaku 

penghulu. Dalam menjalankan tugas dan fungsi KUA Kecamatan Kaligondang, 

Kepala dibantu oleh tata usaha yang dijabat oleh bapak Rapin, kemudian ada 

juga penghulu kedua setelah kepala KUA yaitu bapak M. Ana Khairul Waro, 

S.H.I, penyuluh yang dijabat oleh ibu Siti Suwarti, S.Ag. Selain itu, ada Adm. 

Keuangan dan Nikah/Rujuk dijabat oleh bapak Amin, Adm. Kemasjidan 

dijabat oleh ibu Siti Suwarti, S.Ag. selaku penyuluh, Adm. ZAWAIBSOS 

dijabat oleh ibu Sumiati, Operator SIMKAH dijabat oleh ibu Miftahur 

Rohmah, S.Ag, serta Penjaga/Pramu Kantor dijabat oleh Adi Kurnianto.
106

 

Adapun visi KUA Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga 

adalah terwujudnya birokrasi yang bersih dan melayani menuju masyarakat 

yang dinamis, bahagia sejahtera dan mampu mengamalkan ajaran agama secara 

benar serta mengedepankan sikap toleransi sesame umat beragama. 

Sedangkan misi KUA Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga 

adalah sebagai berikut: 

1) Mewujudkan system birokrasi yang bersih, melayani dengan tulus dan 

bebas KKN; 
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2) Mewujudkan masyarakat yang mampu melaksanakan ajaran agama 

secara benar guna mencapai kebahagiaan dunia akhirat melalui 

terbentuknya kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan 

rahmah. 

3) Mewujudkan masyarakat yang damai, saling memahami dan 

menghormati perbedaan dalam mengamalkan ajaran agamanya sesuai 

keyakinan masing-masing.
107

 

Berdasarkan peraturan Menteri Agama Nomoor 34 tahun 2016 Kantor 

Urusan Agama yang selanjutnya disebut KUA adalah unit pelaksana teknis 

pada Kementerian Agama, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 

direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina 

oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, berkedudukan di 

wilayah Kecamatan, dan dipimpin oleh Kepala. Kantor Urusan Agama 

bertugas melaksanakan layanan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di 

wilayah kerjanya. 

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Menteri Agama sebagaimana di 

atas, KUA menyelengarakan fungsi: 

a. Pelaksanaan layanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah serta 

rujuk; 

b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam; 

c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA 

Kecamatan; 
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d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah; 

e. Pelayanan bimbingan kemasjidan; 

f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah; 

g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam; 

h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan 

i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan. 

j. Selain melaksanakan fungsi di atas, KUA Kecamatan juga melaksanakan 

fungsi pelayanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler.
108

 

B. Hal-hal yang Menyebabkan Terjadinya Praktik Ijab Qabul Pernikahan 

dengan Wali Ayah Biologisnya di KUA Kecamatan Kaligondang 

Dalam syariat hukum Islam, jika sesorang melakukan hubungan 

biologis tanpa adanya ikatan pernikahan maka hal tersebut dihukumi dengan 

berzina. Apabila wanita yang melakukan zina tersebut hamil, maka pendapat 

Jumhur Ulama adalah memperbolehkan melangsungkan pernikahan atau nikah 

hamil tanpa harus menunggu melahirkan terlebih dahulu. Akan tetapi, dalam 

hal dengan siapa wanita hamil itu boleh menikah terdapat perbedaan pendapat 

dikalangan ulama.  

Adapun pendapat Imam Malik dan Imam Hanbali adalah bahwa wanita 

yang hamil diluar nikah tersebut hanya boleh menikah dengan laki-laki yang 

sudah menghamilinya dan melarang pernikahan wanita hamil dengan laki-laki 

yang bukan menghamilinya. Sedangkan Imam Syafi‟i dan Imam Hanafi 

berpendapat bahwa wanita hamil diperbolehkan meenikah dengan laki-laki 
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yang menghamilinya maupun laki-laki yang bukan menghamilinya. Jika 

menikah dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, maka ketentuannya 

adalah bahwa wanita tersebut tidak boleh digauli terlebih dahlu sampai ia 

melahirkan dan masa iddahnya telah habis.
109

 

Ketika wanita hamil tersebut telah melangsungkan pernikahan, dan 

beberapa lama kemudian ia melahirkan seorang anak perempuan. Hal ini 

menjadi suatu permasalahan terkait perwalian ketika anak tersebut akan 

melangsungkan perwalian, para ulama berbeda pendapat menganai wali nikah 

bagi anak hasil dari nikah hamil. Jumhur ulama yakni mazhab Syafi‟i, Maliki, 

Hanbali yang berpendapat bahwa wali nikah dalam perkawinan adalah sebagai 

rukun dan syarat, maka wali nikah bagi anak hasil nikah hamil yaitu wali 

hakim ketika anak tersebut lahir pada usia kehamilan minimum kehamilan 6 

bulan. Lain halnya dengan mazhab Hanafi yang tidak mensyaratkan adanya 

wali nikah bagi wanita merdeka dan dewasa dengan ketentuan harus sekufu, 

sedangkan bagi wanita yang belum dewasa maka mensyaratkan adanya wali 

nikah baginya. 

Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu praktik ijab 

qabul pernikahan dengan wali yang tidak semestinya yang terjadi pada seorang 

wanita yang merupakan anak hasil hamil di luar nikah, dan pada saat ia 

menikah yang menjadi walinya adalah ayah biologisnya atau wali nasab. Hal 

ini tidak diketahui oleh pihak KUA dan wanita tersebut. Pernikahan ini terjadi 

pada tanggal 2 bulan Maret tahun 2018. Akad pernikahan tersebut terjadi  
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dikarenakan ketidaktahuan mempelai wanita akan fakta bahwa ia merupakan 

anak hasil dari hamil di luar nikah, dan fakta tersebut baru ia ketahui setelah 

sekian lama menikah. Berdasarkan dokumen yang diajukan pada saat 

pendaftaran nikah, seperti akta kelahiran maupun yang lainnya itu tidak ada 

kejanggalan di dalamnya. Akan tetapi faktanya ada kekeliruan pada data akta 

kelahiran mempelai wanita, bahwa seharusnya ia lahir dibulan 7 tapi dalam 

akta ditulis bulan 11 sehingga dalam akta tertulis bahwa ia merupakan anak 

kandung dan bernasab dengan ayahnya. Fakta tersebut terungkap setelah ia 

diberitahu oleh tetangganya dan setelah ia tanyakan kepada ibunya, dan ia baru 

mengetahuinya pada pertengahan tahun 2022. Sebagaimana penjelasan dari 

wanita tersebut dalam wawancaranya sebagai berikut: 

“Sebenarnya saya lahir di bulan 7 tapi dalam akta kelahiran dimudakan 

menjadi bulan 11. Itu saya diberitahu tetangga karena katanya saya 

lahirnya bareng dengan anaknya. Kemudian saya tanya ke ibu saya, dan 

katanya benar waktu menikah ibu sedang mengandung saya selama 7 

bulan dan tanggal lahirnya di mudakan dalam akta kelahiran.”
110

 

 

Berdasarkan uraian di atas,  jika hanya melihat dari data yang ada, tidak 

terdapat kejanggalan yang mempengaruhi pelaksanaan nikah tersebut sehingga 

pernikahan tetap dilangsungkan dengan menggunakan wali nasab atau ayah 

biologisnya. Dikarenakan berdasarkan data dalam akta kelahiran wanita 

tersebut bernasab dengan ayahnya bukan dengan ibunya. 

Fakta ini baru diketahui oleh pihak KUA setelah adanya laporan dari 

salah satu penyuluh agama yang dimintai pendapat oleh wanita tersebut 

mengenai status pernikahannya. Wanita itu juga baru mengetahuinya setelah 
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beberapa lama menjalani kehidupan pernikahan dikarenakan pada saat akan 

melangsungkan pernikahan orang tuanya tidak ikut mengurusi pernikahannya 

dan tidak mmberitahu kebenarannya bahwa ia merupakan anak hasil hamil di 

luar nikah. Mengetahui hal tersebut, wanita itu merasa bahwa seharusnya pada 

saat pelaksaan pernikahannya dulu yang menjadi wali nikahnya adalah wali 

hakim, akan tetapi yang terjadi adalah ayah biologisnya sendiri yang menjadi 

walinya sehingga ia mengadukan hal tersebut kepada seorang tokoh agama 

yang juga merupakan salah satu penyuluh agama di KUA mengenai masalah 

tersebut. Sebagaimana penjelasan wanita tersebut sebagai berikut: 

“Pada saat saya akan melangsungkan pernikahan orang tua saya itu tidak 

mau mengurusi. Ketika saya mengetahui fatka-fakta tersebut, saya 

langsung tanyakan status hukum pernikahan saya pada pak kyai. Kata 

beliau seharusnya yang menjadi wali nikah saya adalah wali hakim, dan 

hendaknya saya  mengulangi akadnya dengan akad nikah yang baru 

menggunakan wali hakim.”
111

 

 

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa penyebab terjadinya praktik 

ijab qabul pernikahan dengan wali yang tidak semestinya. Adapun 

penyebabnya adalah ketidaktahuan mempelai wanita akan status nasabnya 

dengan ayah kandung, data tanggal dan bulan lahir dalam akta kelahiran yang 

tidak sesuai dengan fakta, orang tua yang tidak ikut andil dalam mengurus 

persiapan pernikahan anaknya, serta orang tua dari mempelai wanita tidak 

memberitahukan status nasab anaknya dengan ayah kandung. Demikian 

beberapa hal yang menjadi penyebab dari kasus pernikahan dengan wali yang 

tidak semestinya. 
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C.  Status Hukum Pernikahan dari Ijab Qabul dengan Wali Ayah Biologisnya 

Ditinjau dari Fikih Munakahat dan KHI 

Jumhur ulama berpendapat bahwa ijab qabul pernikahan tidak sah jika 

tanpa adanya wali, karena wali ditempatkan sebagai rukun nikah. Di antara 

ulama yang sepakat dengan pendapat tersebut adalah ulama Syafi‟iyah, 

Malikiyah dan Hambaliyah. Berbeda dengan pendapat mayoritas ulama, 

madzhab Hanafiyah berpendapat bahwa wali nikah bukan merupakan 

rukun/syarat perkawinan, akan tetapi hanya sebagai pelengkap saja kecuali 

bagi wanita yang belum dewasa, wanita kurang akal serta hamba sahaya. Maka 

bagi wanita baligh dan berakal sehat boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa 

harus adanya wali, dengan syarat laki-laki yang akan menikahinya adalah 

orang yang sekufu. 

Berdasarkan uraian pendapat para ulama di atas mengenai 

permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, bahwa ijab qabul pernikahan 

dengan wali yang tidak semestinya yang dilakukan oleh wanita hasil dari nikah 

hamil (hamil di luar nikah) di mana yang menjadi wali nikah adalah ayah 

bilogisnya, terdapat perbedaan pendapat tentang hukum pernikahan tersebut.  

Jika mengikuti pendapat madzhab Hanafi yang tidak mensyaratkan 

adanya wali dalam pernikahan bagi wanita yang sudah baligh dan berakal 

sehat, maka hukum pernikahannya tidak fasakh/batal dalam artian hukumnya 

sah, karena posisi wali di sini hanya sebagai pelengkap saja sehingga tidak 

mempengaruhi keabsahan pernikahan itu. Sedangkan menurut pendapat 

mayoritas ulama hukum pernikahannya adalah fasakh/batal, dikarenakan 
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menggunakan wali yang tidak semestinya (tidak sah) di mana mayoritas ulama 

mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan.  

Melihat latar belakang wanita tersebut yang merupakan anak hasil 

nikah hamil yang pada saat orangtuanya menikah ia sudah berada dalam 

kandungan kurang lebih tujuh bulan sehingga ia lahir kurang dari enam bulan 

sejak akad nikah orang tuanya. Berdasarkan pendapat mayoritas ulama, status 

wanita tersebut tidak memiliki nasab dengan ayah biologisnya sehingga 

ayahnya tidak bisa menjadi wali. Apabila ayahnya menjadi wali dalam 

pernikahannya, maka pernikahan tersebut tidak sah dan seharusnya 

menggunakan wali hakim. Bapak Edi Syufa‟at, S. Ag selaku kepala KUA dan 

penghulu memberikan pendapatnya sebagai beriku: 

“Tentunya melihat kasus yang seperti itu seharusnya akad 

pernikahannya diulang. Hal ini kan terjadi karena ketidaktahuan pihak 

KUA dan perempuan tersebut, karena pada saat proses administrasi dan 

konfirmasi data dari pihak perempuan ya tau nya ayahnya yang sebagai 

wali karena waktu itu ia belum tau faktanya. Tapi ketika ada laporan 

bahwa ternyata ayahnya tidak seharusnya menjadi wali, maka akad 

nikahnya harus diperbarui atau tajdidun nikah dengan menggunakan 

wali yang pas sesuai dengan urutan wali. Pada kasus ini berarti yang 

menjadi wali adalah wali hakim”
112

 

 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kepala KUA mengikuti 

pendapat mayoritas ulama, di mana wali merupakan salah satu rukun 

pernikahan dan dalam hal perwlian itu ada ketentuan urutan wali. Maka, ketika 

keberadaan wali dalam suatu akad pernikahan tidak sesuai dengan ketentuan 

urutannya maka pernikahan tersebut tidak sah. 
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Lain halnya dalam Kompilasi Hukum Islam yang mensyaratkan adanya 

wali dalam perkawinan, akan tetapi juga mengesahkan tersambungnya nasab 

wanita hasil dari nikah hamil dengan ayahnya jika ibu dan bapak yang 

menghamilinya menikah sesuai dengan aturan Pasal 53 KHI, maka bapaknya 

berhak menjadi wali serta bisa mewarisi dan diwarisi. Berbeda dengan 

pendapat mayoritas ulama yang menentukan adanya batasan waktu terhadap 

pernikahan orang tua dari wanita anak hasil nikah hamil, dalam Kompilasi 

Hukum Islam tidak ada batasan waktu dalam pernikahan tersebut. Kapan pun 

wanita hamil itu dinikahi oleh orang yang menghamilinya, selama anak 

perempuan itu dilahirkan dalam pernikahan yang sah maka ia memiliki 

hubungan nasab dengan bapaknya. Hal ini sejalan dengan aturan penetapan 

anak sah dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 99 dan pasal 42 Undang-

Undang Pekawinan. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa anak sah adalah 

anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah dan akibat dari 

perkawinan yang sah. 
113

 

Jika melihat aturan perkawinan di Indonesia yiatu dalam KHI dan 

Undang-Undang Perkawinan, maka kasus ijab qabul perkawinan yang dibahas 

dalam skripsi ini adalah sah dan tidak batal. Meskipun jika dilihat dalam pasal 

43 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di 

luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga 

ibunya, begitu juga dalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi ada 

pengecualian yang ditetapkan dalam Pasal 53 KHI yaitu bahwa wanita yang 
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hamil di luar nikah boleh menikah dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa 

menunggu kelairan anaknya. Jadi, anak yang dibuahi di luar nikah dan lahir 

dalam pernikahan yang sah maka status anak tersebut adalah anak sah dan 

memiliki hubungan nasab dengan ayahnya serta memiliki hak nafkah, waris 

dan perwalian. 

Melihat uraian di atas, bapak Edi juga membrikan pendapatnya sebagai 

berikut: 

“Memang benar perempuan tersebut merupakan anak kandung dari 

ayahnya, karena ibunya memang menikah dengan ayah kandungnya 

tapi tidak dengan nasabnya. Meskipun dalam Undang-Undang atau KHI 

mengatakan seperti itu, tetapi sebagai orang Islam kita tidak bisa 

mengabaikan hukum yang ada dalam fikih dan karena faktor ihtiyath. 

Jadi harus ada kesesuain antara hukum Islam dan hukum formal. Kalau 

untuk urusan administrasi ataupun yang lainnya ya oke mengikuti 

undang-undang, tapi untuk pernikahan tetap ada perbandingan dengan 

fikih soalnya kan dalam undang-undang juga ada kebebasan 

menjalankan sesuai aturan agama. Untuk itu, dalam hal akad 

pernikahan ya tetap mengikuti aturan yang ada dalam fikih.”
114

 

 

Dapat dilihat dari penjelasan di atas, bahwa kepala KUA tetap merujuk 

pada hukum penikahan berdasarkan fiqih. Meskipun menurut undang-undang 

dan KHI dihukumi sah akad pernikahan yang terjadi pada kasus ini, tetapi 

menurut kepala KUA tetap tidak bisa mengabaikan hukum fiqih begitu saja 

dikarenakan unsur ihtiyath atau kehati-hatian, sehingga beliau mengikuti 

pendapat mayoritas ulama yang mengatakan tidak sah akad pernikahan 

tersebut. Alasan lainnya adalah karena dalam undang-undang juga mengatakan 

bahwa kita diperbolehkan menjalankan aturan atau ketentuan sesuai dengan 

kepercayaan agama masing-masing. 
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Kemudian pak Edi selaku kepala KUA juga memberikan pendapatnya 

mengenai penyelesaian kasus akad pernikahan dengan wali yang tidak 

semestinya. Beliau mengungkapkan bahwa untuk mengesahkan akad 

pernikahan tersebut nanti dari pihak KUA akan mendatangkan pihak yang 

bersangkutan dan melakukan pemeriksaan  serta konfirmasi ulang. 

Dikarenakan pihak yang bersangkutan belum melaporkan secara resmi ke 

KUA, jadi nanti dari KUA akan mengundang untuk melakukan pengesahan 

pernikahan tersebut dengan akad nikah yang baru. Dalam tajdidun nikah 

tersebut akan dilakukan dengan menggunakan wali hakim, kemudian perbaikan 

terhadap data buku nikah.
115

 

Pernikahan yang dilakukan oleh perempuan hasil dari nikah hamil yang 

menggunakan wali ayah bilogisnya memiliki beberapa akibat hukum, 

diantaranya yaitu: Pertama, pernikahannya tidak sah, karena menurut 

mayoritas ulama adanya wali itu menentukan keabsahan pernikahan maka yang 

berhak menjadi wali bagi anak hasil nikah hamil adalah wali hakim. Apalagi 

anak perempuan tersebut dilahrikan kurang dari enam bulan sejak akad 

perkawinan orang tuanya, sehingga nasab anak tersebut putus dengan ayah 

biologisnya. Kedua, terputusnya nasab. Berdasarkan pendapat ulama bahwa 

anak yang lahir kurang dari enam bulan dari pernikahan orang tuanya maka ia 

tidak memiliki nasab dengan ayahnya (terputus nasabnya) sehingga ayahnya 

tidak berhak menjadi wali nikah baginya. Jika ia menikah dengan 

menggunakan wali ayah bilogisnya maka pernikahannya itu tidak sah dan anak 
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yang lahir dari pernikahan yang tidak sah tersebut maka statusnya adalah anak 

di luar nikah. Akibatnya anak tersebut tidak memiliki nasab juga dan tidak ada 

wali karena terputus nasabnya. Ketiga, tidak berhak mendapatkan waris. Anak 

yang tidak memiliki nasab dengan ayah biologisnya maka ia tidak berhak 

mendapat waris dari ayahnya tersebut. Begitu juga anak yang lahir dalam 

pernikahan yang tidak sah yang dianggap juga sebagai anak yang lahir diluar 

nikah, maka ia tidak mendapat waris dari ayahnya.
116
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, terdapat beberapa hal 

yang menjadi penyebab dalam kasus praktik pelaksanaan ijab qabul 

pernikahan dengan wali yang tidak semestinya yang terjadi pada perempuan 

yang merupakan anak hasil dari nikah hamil. Adapun penyebabnya adalah 

ketidaktahuan pihak perempuan bahwa ia merupakan anak hasil di luar 

nikah sehingga ia tidak bernasab dengan ayahnya, orang tua perempuan 

tersebut tidak ikut andil dalam pengurusan pernikahan termasuk konfirmasi 

data yang dibutuhkan dalam pernikahan dan tidak memberitahukan status 

nasab anak perempuannya dengan ayah kandung, serta tanggal lahir dalam 

akta kelahiran yang tidak sesuai dengan faktanya.  

2. Tinjauan fikih munakahat mengenai status hukum pernikahan dengan wali 

yang tidak semestinya adalah sebagai berikut: 

a. Menurut pendapat madzhab  Hanafiyah hukum pernikahan tersebut 

adalah sah, karena wali dalam pernikahan itu bukan termasuk 

syarat/rukun nikah. Sehingga bagi perempuan yang sudah baligh dan 

berakal sehat berhak menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali, 

dengan syarat laki-laki yang menikahinya adalah orang yang sekufu.  

b. Sedangkan pendapat Jumhur Ulama, hukum pernikahan wanita hasil 

nikah hamil dengan menggunakan wali ayah biolgisnya adalah tidak sah. 

Mayoritas ulama berpendapat bahwa anak yang lahir kurang dari enam 
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bulan dari pernikahan orang tuanya maka status anak tersebut nasabnya 

terputus dengan ayah biologisnya sehingga ayahnya tidak berhak menjadi 

walinya. Begitu juga dengan kasus pernikahan wanita anak hasil hamil 

dalam skripsi, maka hukum pernikahannya tidak sah, dikarenakan 

statusnya tidak memiliki nasab dengan ayahnya yang menjadi wali dalam 

pernikahan tersebut dan yang berhak menjadi wali adalah wali hakim. 

Sementara itu, kepala KUA yang menangani pernikahan tersebut setelah 

mengetahui faktanya juga merujuk pada pendapat mayoritas ulama 

dengan alasan faktor ihtiyath dan tidak bisa mengabaikan hukum fiqih 

munakahat begitu saja. Sehingga dalam hal ini, pihak KUA hendak 

melakukan panggilan secara resmi kepada pihak yang bersangkutan 

dalam kasus tersebut untuk melakukan konfirmasi kembali terkait status 

pernikhannya. Kemudian, akad pernikahan yang sudah terjadi akan 

diulang kembali dengan akad nikah yang baru sesuai dengan ketentuan 

urutan wali, serta surat nikah atau data pernikahannya juga akan 

diperbarui.  

3. Adapun tinjaun Kompilasi Hukum Islam mengenai status hukum 

pernikahan dengan wali ayah biologisnya dalam kasus ini adalah bahwa 

ketentuan aturan pernikahan di Indonesia yakni dalam Kompilasi Hukum 

Islam dan Undang-Undang Perkawinan juga mengesahkan perkawinan 

tersebut. Bedanya dengan pendapat madzhab Hanafiyah yaitu terdapat pada 

alasan mengesahkannya hukum perwalian dalam pernikahan tersebut 

dianggap sah. Karena berdasarkan ketentuan pasal 99 KHI dan pasal 42 
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Undang-Undang Perkawinan bahwa anak yang lahir dalam ikatan pernkahan 

yang sah dan akibat dari pernikahan yang sah maka status anak tersebut 

adalah anak sah. Dengan demikian, dikarenakan perempuan tersebut lahir 

dalam pernikahan yang sah maka ia memiliki hubungan nasab dengan ayah 

bilogisnya dan berhak mendapatkan hak perwalian. Sehingga status hukum 

pernikahannya tersebut adalah sah menurut KHI. 

B. Saran 

1. Kepada Kantor Urusan Agama, diharapkan dalam proses administrasi 

pendaftaran nikah hendaknya untuk lebih teliti lagi ketika melakukan 

konfirmasi data dengan pihak yang hendak melaksanakan pernikahan. Hal 

ini bertujuan supaya tidak terjadi kendala dalan pelaksanaan akad 

pernikahan. 

2. Sebagai instansi pemerintah di bawah naungan Kementerian Agama 

Indonesia, alngkah baiknya jika kepala KUA dalam mengambil keputusan 

merujuk pada sumber yang berasal dari Kompilasi Hukum Islam atau 

Undang-undang Perkawinan. 

3. Adapun kepada orang tua yang hendak menikahkan anaknya, diharapkan 

lebih memperhatikan lagi terkait aturan pernikahan yang sesuai dengan 

syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Sehingga akad 

nikah tersebut sah berdasarkan aturan yang ada, tanpa harus menutupi 

sesuatu yang mengakibatkan akad pernikahan menjadi tidak sah dan 

menimbulkan beberapa akibat lainnya. 
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